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ABSTRAK

Skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan judul “Analisis Hukum Islam
dan Fatwa DSN MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 Terhadap Pembiayaan Kredit
Pemilikan Rumah di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya.” Penelitian ini
bertujuan untuk menjawab pertanyaan. Pertama, bagaimana praktik pembiayaan
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya?
Kedua, bagaimana analisis Hukum Islam dan fatwa Dewan Syariah Nasional
(DSN) MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 terhadap pembiayaan Kredit Pemilikan
Rumah (KPR) di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui teknik
pengumpulan data, yaitu berupa teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Selanjutnya, analisisnya menggunakan metode deskriptif analisis, fakta
mengenai praktik fatwa DSN MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 Terhadap
pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah di Bank Syariah Bukopin Cabang
Surabaya. Kemudian dapat diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir
deduktif, yaitu dengan menjabarkan ketentuan secara umum mengenai fatwa
DSN MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 mengenai Implementasi Akad Musharakah
Mutanaqishah. Kemudian ketentuan tersebut dapat disimpulkan ada tidaknya
kesesuaian dalam praktik pembiayaan kredit pemilikan rumah yang dilakukan
menurut hukum Islam dan fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia No.
01/DSN-MUI/X/2013.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam praktik pembiayaan kredit
pemilikan rumah ini Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya terdapat
penggabungan beberapa akad yaitu musharakah, ijarah dan jual beli. Dalam
praktiknya akad musharakah terjadi pada awal akad. Sedangkan sewa terjadi saat
nasabah menyewa aset selama masa pembiayaan. Sedangkan akad jual beli
terjadi pada waktu bank menjual porsi kepemilikannya secara bertahap kepada
nasabah. Dalam analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI penerapannya belum
sesuai, dalam akad 7jarah ditentukan berdasarkan persentase keuntungan yang
dihitung berdasarkan besaran pembiayaan nasabah, ketentuan biaya wujrah ini
tetap selama dua tahun, hingga pelaksanaan yang review wujrah yang ditetapkan
oleh bank yaitu terjadi pada dua tahun sekali yang mana dapat menaikkan dan
menurunkan besaran ujrah berdasarkan kondisi pasar ekonomi di Indonesia.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pihak yang terkait dalam Bank
Syriah Bukopin disarankan dalam praktik pelaksanaan akad musharakah
mutanaqgishah pada pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah untuk lebih
memaksimalkan penyesuaiannya berdasarkan Hukum Islam dan sesuai fatwa
DSN MUI yang mengatur mengenai Implementasi akad Musharakah
Mutanaqgishah dan juga bank memberikan sosialisasi mengenai produk-produk
syariah agar produk perbankan syariah lebih diminati oleh masyarakat.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian di Indonesia ditandai dengan tingginya
minat masyarakat akan suatu kepemilikan rumah." Menurut kementerian
koordinator bidang perekonomian harga rumah memiliki kenaikan 20%
pertahun, sehingga kementerian Perumahan Rakyat (PURP) meminta
anggaran untuk pemilikan rumah semakin meningkat dan membuat program
tabungan perumahan rakyat di tahun 2019 untuk rakyat Indonesia yang tidak
memiliki rumah layak huni ini, yang mana mereka masih bertempat tinggal
di daerah kawasan penghijauan milik pemerintah, rumah, mengontrak atau
menyewa rumah.” Dalam firman Allah Swt dalam surat An-Nahl ayat 80

tentang tempat tinggal telah dijelaskan bahwa:

Mg}:t@; \Ey¢uuU\>,J,uﬁV§JJ;;}L§M¢$ e oS el
e é‘ 1) G uJ\M\j u)\,)\) il ool ey € (,_<.,~Le\ "y
Artinya: “Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat
tinggal dan dia menjadikan bagimu rumah-rumah dari kulit
hewan ternak yang kamu merasa ringan (membawanya) pada
waktu kamu bepergian dan pada waktu kamu bermukim dan
(dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu
kambing, alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai

waktu (tertentu)”. (QS. An-Nahl: 80)°

'M. Yunus Wahid, Pengantar Hukum Tata Ruang (Jakarta : Prenadamedia group, 2016), 57.

> PU-net, “Berita Ditjen Pembiayaan Perumahan : Pemerintah Terus Memantapkan Program
Tabungan Perumahan Rakyat”, dalam http:/www.pu.go.id/berita/view/16332/pemerintah-terus-
memantapkan-program-tabungan-perumahan-rakyat, diakses pada, 03 Desember 2018.

’ Kementrian Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka
Mandiri, 2015), 220.
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Berdasarkan data tahun 2018, Indonesia adalah Negara dengan jumlah
Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank yang berlandaskan sistem syariah
terbanyak di dunia. Hal ini terbukti dengan hadirnya 202 Bank, Lembaga
asuransi 50, Lembaga pembiayaan syariah 40, dana pensiun 1, lembaga jasa
keuangan khusus syariah 6, dan lembaga keuangan mikro syariah 42 yang
menganut sistem syariah. Sedangkan terkait lembaga perbankan syariah,
dalam cacatan BI 2018, tercatat ada 2628 jaringan kantor bank syariah yang
memiliki 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan
168 Badan Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).*

Dengan kehadiran perbankan syari’ah di Indonesia merupakan salah satu
bukti bahwa sebagai masyarakat muslim kita sangat menyadari perlunya
sistem ekonomi yang sesuai dengan kaidah Islam dengan mengedepankan
maslahat bagi seluruh lapisan masyarakat dan tidak saling mendzalimi satu
sama lain.’ Untuk terlaksananya Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah
(KPR) di Bank Syariah adalah akad yang dilakukan antara pihak bank
dengan nasabah. Dalam hal ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang
sudah ditetapkan oleh perbankan syariah

Akad yang digunakan dalam produk perbankan untuk Kredit Pemilikan

Rumah (KPR) di Indonesia dulu menggunakan akad murabahah (jual beli),

* Abdul Rasyid, “Perkembangan Lembaga Perbank an dan Keuangan Syariah di Indonesia”,
dalam business-law.binus.ac.id/2018/07/03/perkembangan-lembaga-perbakan-dan-keuangan-
syariah-di-indonesia/, diakses pada, 03 Desember 2018.

> Muhammad Amin Suma, “Ekonomi Syariah Suatu Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional”,
Jurnal Hukum Bisnis, Agustus 2002.



istisna’ dan ijarah, khususnya Ijarah Muntahiyah Bi At-Tamiik (IMBT).°
Namun, pada tahun ini beberapa bank syariah di Indonesia menggunakan
akad musharakah mutanagisah (MMQ) sebagai akad produk Kredit
Pemilikan Rumah (KPR).

Secara prinsip, akad murabahah dengan akad musharakah mutanaqisah
memiliki berbeda. Akad murabahah akad jual beli (ba’l) sedangkan
musharakah mutanaqgisah merupakan akad kerjasama antara bank dengan
nasabah untuk sama-sama membeli suatu produk dengan ukuran porsi yang
berbeda. musharakah mutanagisah (MMQ) merupakan akad campuran antara
akad syirkah milik dengan 7jarah yang mutanaqisah atau jual beli yang
disifati dengan mutanaqishah (decreasing). Percampuran akad—akad ini
mengakibatkan lahirnya nama baru, yaitu musharakah mutanagisah (MMQ).
Subtansinya hampir sama dengan IMBT, karena pada akhir periode barang
menjadi milik nasabah, namun bentuk jjarafmya berbeda, karena transfer of
title ini bukan dengan janji hibah atau beli, tetapi karena transfer of title
yang mutanaqisah, karena itu sebutannya ijarah saja, bukan IMBT.’

Pembiayaan dengan menggunakan akad musharakah mutanagisah di
Indonesia diperkuat dengan keluarnya fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)
No. 73/DSN-MUI/X1/2008 tentang Musharakah Mutanaqgisah. Allah Swt
berfirman di dalam QS. Shad ayat 24 yang menjelaskan mengenai

musharakah mutanagisah yaitu:

% Helmi Haris, Pembiayaan Kepemilikan Rumah“Sebuah Inovasi Pembiayaan Perbankan Syariah”
(La-Riba: Jurnal Ekonomi Islam 1, 2007). Vol.116.

" Moh. Mufid, Ushul Figh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2016), 113.
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“Daud berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim
kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk
ditambahkan kepada kambingnya. Dan Sesungguhnya
kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian
mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang sholeh;
dan Amat sedikitlah mereka ini”. Dan Daud mengetahui
bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada
Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”. (QS. Shad
ayat 24).°

Hadith riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw:

PRI
|

Lol

Artinya:
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“Allah Swt berfirman: Aku adalah pihak ketlga dari dua orang
yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak menghianati
pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku
keluar dari mereka”. (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh
al-Hakim, dari Abu Hurairah).’

Menurut wawancara yang saya lakukan di Bank Syariah Bukopin

Cabang Surabaya, Pembiayaan rumah berbasis musharakah mutanagisah

merupakan bentuk pembiayaan yang lebih baik dibandingkan dengan

pembiayaan

kredit pemilikan rumah dari bank konvensional. Hal ini

disebabkan karena pembayaran angsuran yang dilakukan oleh nasabah

berkurang secara bertahap sesuai dengan porsi kepemilikannya atas aset.

Biaya sewa yang dibayarkan oleh nasabah pun semakin lama akan

mempercepat perpindahan kepemilikan aset karena semakin besar porsi

¥ Ibid., 736.

’Ibn Hajar Al-Asqalaini, Bulughul Maram, Jilid II (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘ilmiyah, 2003), 103.



kepemilikan nasabah maka semakin besar pula bagi hasil yang didapatkan
dan dana tersebut dapat digunakan untuk pembayaran perpindahan
kepemilikan aset.'

Penerapan akad musharakah mutanaqgisah pada produk pembiayaan
rumah (KPR) lebih maslahat dibandingkan dengan penerapan akad lain pada
produk pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) disebabkan atas fleksibelitas
akad, disepakati banyak pihak, dan resiko ditanggung bersama antara bank
serta nasabah.'!

Dalam akad musharakah mutanaqgisah pada perbankan syariah selain
menerapkan akad shirkah juga menerapkan akad ijarah yaitu sewa bagi
nasabah kepada pihak perbankan syariah. Akad 7jarah diperlukan sebagai
pendapatan langsung dan keuntungan langsung yang dapat diambil dari akad
pembiayaan tersebut. Keuntungan dari penerapan akad Jjarah pada
pembiayaan musharakah mutanaqisah dapat diambil dan dibagi berdasarkan
nisbah (bagi hasil) sesuai porsi kepemilikan objek pembiayaan dan
keuntungan (y7eld) yang sudah disepakati. Nisbah diperlukan untuk
pembagian dan keuntungan (y7eld) yang sudah disepakati oleh para pihak
diawal akad. Nisbah dari ijarah untuk bank menjadi milik bank sebagai
keuntungan bank, dan umumnya bagi hasil untuk nasabah kepada bank
dikembalikan oleh nasabah kepada bank sebagai penambahan atau pembalian

asset pembiayaan, yang secara langsung berarti porsi kepemilikan nasabah

10 Gustaf Naufan, Wawancara Pra Penelitian, Surabaya, 5 November 2018.

"' Molbi Harsanto, “Penerapan Akad Muayarakah Mutanagishah Pada Bank Syariah” dalam
www.academia.edu/11865477/Penerapan_Akad Musyarakah Mutanaqishah_pada_Bank_syariah
, diakses pada, 04 Desember 2018.
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menjadi bertambah. Nisbah yang merupakan pendapatan yang diterima oleh
konsumen dan bank atas uang sewa yang dibayarkan setiap bulannya,
besaran yang diterima akan berubah setiap bulannya, disesuaikan dengan
proporsi kepemilikan yang dimiliki baik oleh bank, maupun oleh
konsumen.'? Namun keuntungan yang dibagikan tidak boleh menggunakan
nilai kesepakatan tetapi harus menggunakan sesuai dengan keuntungan.
Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 56/DSN-MUI/V/2007 tentang Review
Ujrah pada lembaga Keuangan Syariah (LKS), besarnya ujrah dapat ditinjau
ulang pada periode berikutnya apabila memenuhi syarat-syarat yang sudah
ditentukan, tapi tidak merubah biaya pokok atau anggsuran pokok tiap
bulannya.

Dalam pelaksanaan akad musharakah mutanagisah pada perbankan
syariah untuk pembiayaan kepemilikan rumah adalah alternatif yang tepat
bagi nasabah dan pihak bank. Karena baik dari pihak nasabah dan pihak
perbankan memiliki porsi kepemilikan dari pembiayaan rumah tersebut,
namun disisi lain sistem 7jarah yang diterapkan oleh pihak perbankan kepada
nasabah harus ditinjau ulang. Karena pihak nasabah diwajibkan membayar
ujrah setiap bulannya kepada pihak bank selama pembiayaan itu belum
selesai, maka tidak mungkin biaya sewa akan tetap sama pada setiap
bulannya. Sistem ijarah pada akad musharakah mutanaqisah ini perlu
dilakukan perbaikan dan kesepakatan ulang antara pihak nasabah dengan

perbankan, namun permasalahannya adalah jika pihak perbankan menaikkan

""Mohammad Nadji, dkk. Investasi Syariah Implementasi Konsep Islam dalam Kenyataan
Empiric (Jogja: Kreasi Wacana, 2009), 426.



harga sewa dengan harga pasar maka akan membuat pihak nasabah
diberatkan dan jika harga sewa menurun maka dari pihak perbankan yang
merasa dirugikan.

Dalam penelitian ini sudah tampak apakah implementasi akad
musharakah mutanaqgisah sudah sesuai dengan hukum Islam. Sebab akan
dilihat dari mekanisme penerapan kontrak pembiayaan oleh bank terhadap
nasabah. Kemudian dalam hal pendapatan bank syariah atas margin sewa
yang dibebankan pada aset yang menjadi objek akad, dan beban cicilan atas
angsuran di tahun-tahun pertama atau terasa memberatkan bagi nasabah, dan
menjadi ringan tahun-tahun berikutnya

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin mengambil judul
tentang “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No.01/DSN-
MUI/X/2013 Terhadap Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank
Syariah Bukopin Cabang Surabaya”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah suatu tahap permulaan dari penguasaan
masalah yang dimana suatu objek teretentu dalam situasi tertentu dapat
dikenali suatu masalah."> Dari uraian latar belakang diatas terdapat beberapa
hal yang bisa dijadikan masalah dalam penelitian ini.

1. Prosedur pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dilakukan

oleh Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya.

" Husain Usman dan Purnono, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), 24.



2. Ketentuan tentang akad musharakah mutanagisah dalam fatwa Dewan
Syariah Nasional (DSN) MUI No. 73/DSN/-MUI/X1/2008.

3. Mekanisme dan Implementasi pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah
(KPR) yang dilakukan oleh Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya.

4. Sistem ujrah pada aplikasi musharakah mutanagisah dalam perbankan
syariah di Indonesia.

5. Ketentuan Implementasi akad musharakah mutanaqgisah dalam fatwa
Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013.

6. Analisis hukum Islam terhadap praktik pembiayaan Kredit Pemilikan
Rumah (KPR) di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya.

Dari beberapa identifikasi masalah di atas tersebut, perlu diperjelaskan
batasan-batasan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Praktik pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Syariah

Bukopin Cabang Surabaya.

2. Analisis hukum Islam dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI
No. 01/DSN-MUI/X/2013 terhadap pembiayaan Kredit Pemilikan
Rumah (KPR) di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya.

Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan

masalah dalamn beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank

Syariah Bukopin Cabang Surabaya?



2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan fatwa Dewan Syariah Nasional
(DSN) MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 terhadap pembiayaan Kredit
Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian
yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga
terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan
pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada.'* Penelitian ini
adalah sebagai berikut:

Pertama, “Analisis terhadap Pelaksanaan Pembiayaan KPR dengan Akad
Musharakah dan [jarah Muntahiya Bi At-Tamlik di Bank Muamalat
Indonesia” yang ditulis oleh siti Julaihah."” Dalam penelitian ini, penulis
berupaya untuk menjelaskan prosedur pelaksanaan pembiayaan KPR dengan
menggunakan akad Musharakah dan [jarah Muntahiya Bi At-Tamlik
(IMBT), serta menganalisisnya dengan sebuah teori hukum Islam. Dari hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan KPR di
Bank Muamalat Indonesia sudah memenuhi syarat dan rukun. Akan tetapi,
mengenai pemindahan kepemilikan bank atas rumah kepada nasabah yang
menjadi serikatnya dengan menggunakan akad IMBT sesungguhnya tidak

tepat, dan lebih tepatnya menggunakan akad musharakah mutanagqisah.

'* Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan
Skripsi (Surabaya : t.p), 8.

'* Siti Julaihah, Analisis terhadap Pelaksanaan Pembiayaan KPR dengan Akad Musyarakah dan
ljarah Muntahiya Bi At-Tamlik di Bank Muamalat Indonesia (Skripsi—IAIN Sunan Ampel
Surabaya, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, 2011).
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Dalam skripsi ini terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu
membahas tentang pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Namun
terdapat pula perbedaan dalam penelitian ini yaitu dari segi akad, penelitian
ini menggunakan akad Jljarah Muntahiya Bi At-Tamliik IMBT). Sedangkan
perbedaan dengan penulis teliti yaitu peneliti menggunakan akad
musharakah mutanaqisah (MMQ). Perbedaan tempat penelitian, penelitian
ini bertempat di Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan perbedaan yang
penulis teliti bertempat di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya.

Kedua, “Analisis hukum Islam terhadap Perhitungan Pricing pada Akad
musharakah mutanaqgisah dalam KPRS di Bank Muamalat Indonesia Cabang
Mayjend Sungkono Surabaya” yang ditulis oleh M. Bizrul Jamhar.'® Dalam
penelitian ini, penulis berupaya untuk menjelaskan proses perhitungan
pricing pada akad musharakah mutanaqgisah, serta menganalisis dengan
sebuah teori dalam hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa aplikasi sistem perhitungan princing dalam KPRS di Bank Muamalat
Indonesia Cabang Mayjend Sungkono Surabaya menggunakan skema
perhitungan khusus. Yaitu skema efektif yang telah direkonstruksi.
Sedangkan ditinjau dari hukum Islam terhadap perhitungan pricing dalam
KPRS di Bank Muamalat Indonesia Cabang Mayjend Sungkono Surabaya
terdapat beberapa hal yaitu: pertama, penentuan prosentasi kepemilikan

rumah shirkah. Dalam hal ini bank sudah memenuhi standar penentuan

' M. Bizrul Jamhar, Analisis hukum Islam terhadap Perhitungan Pricing pada Akad Musyarakah
Mutanaqishah dalam KPRS di Bank Muamalat Indonesia Cabang Mayjend Sungkono Surabaya (
Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, 2012).
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syariah. Kedua, padahal penyewaan ada beberapa yang pelu disempurnakan,
yaitu perubahan harga sewa rumah yang perlu dipandang, disebabkan karena
sifat rumah tersebut adalah komoditi yang harus dipetimbangkan kenaikan
dan penyusutan nilainya secara cermat, sehingga bagi hasil yang perlu
dipertimbangkan adalah penentuan bagi hasil yang sangat berbeda dengan
porsi modal.

Dalam skripsi ini terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu
membahas tentang pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan
menggunakan akad musharakah mutanagisah. Namun terdapat pula
perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini lebih menekankan pada
pola perhitungan pricing pada Akad musharakah mutanaqgisah yang
digunakan sebagai akad pembiayaan KPRS pada Bank Muamalat.
Sedangkan perbedaan yang penulis teliti yaitu lebih menekankan kepada
praktik Implementasi Akad musharakah mutanaqgisah pada pembiayaan KPR
di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya dengan sistem margin sewa yang
diterapkan.

Ketiga, “Tinjauan hukum Islam terhadap Implementasi Akad
musharakah mutanaqisah sebagai solusi akad pembiayaan kredit pemilikan
rumah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya”.'” Dalam
penelitian ini, penulis berupaya untuk lebih menitik fokuskan terhadap aspek

hukum dan keabsahannya. Penelitian ini juga menjelaskan implementasi

'" M. Taufiqurrosyidin Abdillah, Tinjauan hukum Islam terhadap Implementasi Akad Musyarakah
Mutanaqishah sebagai solusi akad pembiayaan kredit pemilikan rumah pada PT. Bank Muamalat
Indonesia Cabang Surabaya (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan
Hukum, Jurusan Ekonomi Islam, 2014)
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akad musharakah mutanaqisah sebagai solusi akad pembiayaan Kredit
Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank Muamalat Indonesia ini dengan
meninjau dari hukum Islam yaitu dengan menggali pendapat para w/ama’
figh dan ketentuan yang ada dalam fatwa DSN MUI No. 73/DSN/-
MUI/X1/2008 tentang musharakah mutanaqisah. Hasil dari penelitian ini
Implementasi akad musharakah mutanagisah dalam produk pembiayaan KPR
di Bank Muamalat Indonesia ditinjau dari segi nilai-nilai muamalah
Islamnya sudah sesuai serta memenuhi rukun dan syarat yang berlaku. Dan
lebih menitik tekankan bahwa pembiayaan KPR lebih baik menggunakan
Akad musharakah mutanaqgisah karena untuk meminimalisir resiko kelalaian
atau defeult.

Dalam skripsi ini terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu
membahas tentang pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan
menggunakan akad musharakah mutanagisah. Namun terdapat pula
perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini lebih menekankan pada
kegunaan akad musharakah mutanagisah yang menjadi sosuli yang baik
untuk produk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Sedangkan
perbedaan yang penulis teliti yaitu lebih menekankan kepada praktik
Implementasi Akad musharakah mutanaqisah sesuai dengan fatwa DSN MUI
No. 01/DSN-MUI/X/2013 pada pembiayaan KPR di Bank Syariah Bukopin
Cabang Surabaya dan pendapatan bank syariah atas margin sewa yang
dibebankan pada aset yang menjadi objek akad, dan beban cicilan atas

angsuran di tahun-tahun pertama atan terasa memberatkan bagi nasabah, dan
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menjadi ringan tahun-tahun berikutnya. Dan sebaliknya bisa meringgankan
di awal dan memberatkan di akhir.

Keempat, “Implementasi Murabahah pada produk iB Kepemilikan
Rumah dalam meningkatkan Profitabilitas di Bank Syariah Bukopin Cabang
Surabaya”.'® Dalam penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui implementasi
dari akad murabahah yang diimplementasikan pada pemberian produk
pembiayaan kepemilikan rumah dan mengetahui profitabilitas yang
diperoleh pada Bank Bukopin Syariah dengan prinsip kehati-hatian untuk
mengantisipasi pembiayaan  bermasalah yang dapat berpeluang
mempengaruhi nilai profitabilitasnnya.

Dalam skripsi ini terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu
membahas tentang pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan terdapat
kesamaan tempat penelitian yakni di Bank Syariah Bukopin Cabang
Surabaya. Namun terdapat pula perbedaan dalam penelitian ini yaitu
penelitian ini lebih menekankan pada implementasi penggunaan Akad
Murabahah dalam pembiayaan kepemilikan rumah dan mengetahui
profitabilitas untuk mengantisipasi pembiayaan yang bermasalah. Sedangkan
perbedaan yang penulis teliti yaitu penulis menggunakan implementasi Akad
musharakah mutanaqisah dalam pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) dan

mengenai penerapan sistem ujrah untuk mengetahui nilai bagi hasil dari

'® Fika Diah Parwitasari, Implementasi Murabahah pada produk iB Kepemilikan Rumah dalam
meningkatkan Profitabilitas di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya (Skripsi--UIN Sunan
Ampel Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Biasnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, 2018).
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pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang menggunakan Akad
musharakah mutanagisah.
E. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah
penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor
yang benar hingga tercapai sesuatu yang dituju.'” Dalam setiap melakukan
kegiatan penelitian, peneliti memiliki tujuan penelitian yang ingin
ditunjukkan dan dibuktikan antara lain sebagai berikut:
1. Peneliti ingin menjeleskan tentang praktik pembiayaan Kredit Pemilikan
Rumah (KPR) di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya.
2. Peneliti ingin menjelaskan tentang analisis hukum Islam dan fatwa DSN
MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 terhadap pembiayaan Kredit Pemilikan
Rumah (KPR) di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya.
F. Kegunaan Hasil Penelitian
Dalam melakukan penelitian kita diharapkan juga mendapatkan manfaat
yang dapat diambil. Manfaat tersebut bisa bersifat teoritis dan bisa bersifat
praktis. Dalam penelitian yang bersifat kualitatif maka kemungkinan besar
manfaat yang dapat diambil adalah dari segi teoritis namun karena terdapat
observasi di dalamnya maka tidak menutup kemungkinan juga mampu

mendapatkan manfaat dari segi praktis secara maksimal.

"Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta : Salemba Humanika, 2010), 89.
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1. Segi Teoritis

a. Menambahkan khazanah keilmuan bagi dunia perbankan syariah
khususnya dalam penerapan akad musharakah mutanaqgisah.

b. Menambahkan referensi bagi perbankan syariah tentang pembiayaan
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan menggunakan akad
musharakah mutanagisah.

c. Dalam hasil penelitian ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat
bagi peneliti selanjutnya agar lebih mudah, terutama yang berkaitan
dengan pembiayaan kepemilikan rumah

2. Segi Praktis

a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan
pengetahuan mengenai akad musharakah mutanagisah lebih detail.

b. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi secara
tertulis maupun sebagai referensi mengenai akad musharakah
mutanaqisah dan praktiknya dalam dunia perbankan khususnya
perbankan syariah.

Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu batasan pengertian yang digunakan
sebagai pedoman untuk lebih mudah memahami suatu pembahasan dalam
melakukan suatu kegiatan.

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi,

maka peneliti perlu menjelaskan makna dan maksut masing-masing istilah

pada judul skripsi “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No.01/DSN-
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MUI/X/2013 Terhadap Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Di Bank
Syariah Bukopin Cabang Surabaya”. adapun hal-hal yang perlu peneliti
jelaskan adalah sebagai berikut.

1. Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan yang terdapat dalam
AlQur’an, Hadist dan pendapat para ulama’ yang mengatur tingkah laku
manusia di masyarakat.

2. Fatwa DSN MUI NO.01/DSN-MUI/X/2013, Fatwa disini menjelaskan
tentang akad musharakah mutanaqisah yaitu kerja sama atas suatu aset
kepemilikan barang antara bank dengan nasabahnya dimana modal salah
satu pihak berkurang di sebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak
lainnya. Bentuk kerja sama ini berakhir dengan pengalihan hak salah
satu pihak kepada pihak lain. Pembayaran sewa merupakan bentuk
kompensasi kepemilikan dan kompensasi jasa bank syariah.

3. Pembiayaan kredit pemilikan rumah adalah pembiayaan yang diberikan
bank untuk pembelian atau renovasi rumah tinggal, pembelian rumah
susun/apartemen, rumah toko atau rumah kantor.

H. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka penelitian ini
dilakukan adalah penelitian lapangan (field research), yakni penelitian
yang dilakukan di lapangan atau pada responden. Jenis penelitian ini
termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian
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misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara
holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa
pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaafkan berbagai
metode penelitian.”® Deskriptif yang berarti data yang dikumpulkan
berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka.”’ Metode ini bertujuan
untuk  mendeskripsikan bagaimana praktik akad musharakah
mutanaqisah terhadap pembiayaan kredit pemilikan rumah di Bank
Syariah Bukopin Cabang Surabaya.
Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat
penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil
penelitian.”” Dalam penelitian ini sumber data meliputi sebagai berikut:
a. Sumber Primer

Sumber primer yakni subjek penelitian yang dijadikan sebagai

sumber informasi penelitian dengan mengenakan alat pengukuran

atau pengambilan data secara langsung.” Dalam hal ini subjek

penelitian yang dimaksud adalah para pelaku transaksi pembiayaan

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara lain: Pegawai Bank Syariah

Bukopin Cabang Surabaya dan Marketing produk pembiayaan

* Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2010), 6.

2 bid, 11.

Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis (Yogyakarta : Graha Ilmu,

2010), 79.

3 Saifudiin Azwar, Metode Penelitian, cetakan VIII (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2007), 91.
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Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank Syariah Bukopin
Cabang Surabaya.
Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah yang tidak member informasi
secara langsung pada pengumpulan data seperti lewat dokumen,
orang lain, dan sebagainya.”* Diantaranya:
1) Sutojo Siswanto, Menanggani Kredit Bermasalah konsep,

Teknik dan Kasus, 2000.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah

mendapatkan data.”

Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik
pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan
mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku,
kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.’
Teknik ini digunakan untuk mengetahui dan memahami secara
langsung aplikasi akad musharakah mutanagisah di Bank Syariah

Bukopin Cabang Surabaya.

** Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 211.
»Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D (Bandung : Alfabeta, 2013),

224.

** M. djuanaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta : Ar-
Ruzz, 2014), 165-175.
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b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
kualitatif lebih menekankan pada teknik wawancara. Teknik ini
merupakan teknik pengumpulan data yang khas penelitian
kualitatif. Lebih lanjut dinyatakan bahwa cara utama yang
dilakukan pakar metodologi kualitatif untuk memahami persepsi,
perasaan, dan pengetahuan orang-orang adalah dengan wawancara
mendalam dan intensif. Teknik ini digunakan untuk memperoleh
data gambaran umum Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya serta
produk Kredit Pemilikan Rumah yang menggunakan akad
musharakah mutanaqisah. Berdasarkan hasil wawancara dari
pegawai Bank Syaria Bukopin.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu yang tertulis, tercetak, atau terekam
yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan. Adapun definisi
dokumentasi adalah pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan
keterangan yang memuat garis besar data yang akan dicari dan
berkaitan dengan judul penelitian.”

Dalam hal ini data yang dicari adalah data tentang pembiayaan
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada nasabah Bank Bukopin

Syariah Cabang Surabaya berupa formulir pembayaran, teknik

" Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kualitatif dan Kuantitatif
(Surabaya : Airlangga University Press, 2001),135.
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penghitungan dan data-data yang bersangkutan mengenai
pembiayaan.
4. Teknik Penggolahan Data
Pengolahan data menjadi sangat penting apabila data telah
terkumpul banyak. Data yang terkumpul kemudian dipilih, sesuaikan
dengan keperluan yang hendak ditulis. Maka, teknik pertama dalam
pengolahan data disebut editing yaitu data-data yang ada disesuaikan,
diselaraskan, orisinal dan jelas. Teknik yang kedua dimana proses
organizing yaitu mengatur dan menyusun data meliputi data nasabah,
laporan pembayaran bulanan dan laporan pendapatan sedemikian rupa
sehingga bisa dideskripsikan.*®
a. FEditing
Yaitu pengecekan atau pengkoreksian data yang dikumpulkan.”
Adapun teknik pengolahan data edjting dalam penelitian ini yaitu
memeriksa kembali secara cermat dan teliti dari segi kelengkapan,
keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian satu sama lainnya,
relevansi dan keseragaman data.
b. Organizing
Yaitu langkah menyusun secara sistematis data yang diperoleh
dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk

memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang praktik

¥ Prabowo, Metode Penelitian, (Surabaya : Unesa University Press, 2011), 56.
? Masruhan, Metode Penelitian Hukum (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 253.
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Bank Syariah Bukopin mengenai implementasi akad musharakah
mutanaqgisah pada produk Kredit Pemilikan Rumabh.
5. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses menyusun data agar bisa ditafsirkan,
artinya memberi makna, menjelaskan pola, dan mencari hubungan antar
berbagai konsep.’’Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data
kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, dalam
memberikan interpretasi data yang diperoleh. Dalam menganalisis data,
penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang
menghasilkan data deskiptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari
orang-orang dan pelaku yang dapat diamati dengan metode yang telah
ditentukan. Dalam hal ini yang dianalisis mengenai penerapan Kredit
Pemilikan Rumah dengan menggunakan akad musharakah mutanagisah.
I. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan ini, agar lebih mudah untuk memahami dan
membahas terhadap masalah tentang “Analisis Hukum Islam dan Fatwa
DSN-MUI NO. 01/DSN-MUI/X/2013 Terhadap Pembiayaan Kredit
Pemilikan Rumah (KPR) Di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya”.
Maka pembahasan akan disusun secara sistematika yang sesuai dengan
urutan permasalahan yang ada. Permasalahan tersebut terbagi menjadi lima

bab yang saling terkait.

30'S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif (Bandung : Tarsito, 1992), 126.
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Bab pertama, Pendahuluan yang didalamnya membahas tentang sebuah
unsur-unsur syarat suatu penelitian ilmiah yang terbagi dengan beberapa sub
bab seperti latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah,
rumusan masalah, kaian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil
penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika
pembahasan.

Bab kedua, merupakan uraian landasan teori tentang hukum Islam
terhadap implementasi akad musharakah mutanaqgisah dalam perspektif figh
muamalah serta ketentuan dan peraturan yang terdapat pada Fatwa DSN
MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 tentang Implementasi Akad musharakah
mutanaqisah mengenai pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah berdasarkan
sumber-sumber pustaka yang mencakup tentang pengertian, dasar hukum
dan ketentuan umum.

Bab ketiga, yaitu Realisasi Akad musharakah mutanaqisah pada Produk
Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah di Bank Syariah Bukopin. Dalam bab
ini membahas tentang penyajian data yang terbagi menjadi beberapa sub
bab, seperti Gambaran tentang Profil Bank Syariah Bukopin dan
Implementasi Akad musharakah mutanaqgisah pada Pembiayaan Kredit
Pemilikan Rumah.

Bab keempat, yaitu analisis hukum Islam dan fatwa dewan syariah
nasional MUI No. 0I/DSN-MUI/X/2013 terhadap pembiayaan Kredit
Peilikan Rumah (KPR) di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya. Dalam

bab ini penulis akan menganalisis mengenai praktik pembiayaan Kredit
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Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya dan
analisis menurut hukum Islam dan fatwa DSN MUI No. 01/DSN-
MUI/X/2013 terhadap Produk Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan
saran. Dengan demikian bab kelima ini merupakan sarana untuk menjawab

rumusan masalah.



BABII

AKAD MUSHARAKAH MUTANAQISAH DAN FATWA DSN MUI NO.

01/DSN-MUI/X/2013

A. Akad Musharakah Mutanaqisah

1.

Pengertian Akad

Akad berasal dari kata al-‘agd jamak dari al-‘ugid.' Yang mana
secara bahasa dari bahasa Arab, yaitu ar-rabtu yang berarti
menghubungkan atau mengaitkan, atau mengikat antara beberapa
ujung sesuatu. Sedangkan, akad secara etimologi: (1) mengikat (ar-
rabtu), atau mengumpulkan dalam ujung tali dan mengikat salah
satunya dengan jalan lain sehingga tersambung, kemudian menjadi
bagian dari sepotong benda, (2) sambungan ( ‘agdatun), atau
sambungan yang memegang kedua ujung dan mengikatnya, (3) Janji
(al-‘ahdu).?

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa setiap
akad/persetujuan (‘agdun) mencakup tiga hal, yaitu: (1) perjanjian
(‘ahdum); (2) persetujuan dua perjanjian atau lebih; dan (3) perikatan
(‘aquun).3

Menurut Ahmad Azhar Basyir, yang dikutip dalam buku

karangannya Ismail Nawawi, yang mana akad adalah suatu perikatan

! Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, Kamus Arab, Indonesia, Inggis, Cet III (Jakarta: Mutiara,

1994), 112.

’Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Cet 11 (Bogor: Ghalia Indonesia,

2017), 19.
3Ibid, 20.

24
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antara ljab dan Qabul dengan cara yang dibenarkan oleh hukum dan
menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Menurut
Pasal 1 angka (13) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah, akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atas
UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang memuat adanya hak
dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip
syariah.”

Jadi, pengertian kontrak (akad) adalah suatu kesepakatan yang
bersandar pada penawaran dan penerimaan (fjab gabul) antara pihak
yang terlibat dalam kontrak dengan prinsip hukum salam suatu
urusan (obj ek).

2. Pengertian Musharakah Mutanaqisah

Mousharakah atau dikenal dengan sebutan shirkah secara bahasa
berarti percampuran (ikhAtilath), yaitu percampuran antara sesuatu
dengan yang lainnya, sehingga sulit untuk dibedakan. Secara
terminologi, para ahli figh memberikan definisi yang beragam, tetapi
secara subtansi memiliki kesamaan, yaitu kerjasama usaha antara
pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing
pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan

dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.’

4Mardani, Hukum Perikatan Syariah Indonesia, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 52.
*Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 143.
SFatmah, Kontrak Bisnis Syariah, Cet. 1 (Surabaya: UINSA Press, 2014), 189.
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Sedangkan, Mutanaqisah berasal dari yatanaqisu-tanaqish-tanaqisan-
mutanaqgisun yang berari mengurangi secara bertahap.

Musharakah Mutanagisah menurut Najih Hammad dan
Muhammad Ali al-Qari, sebagai mana dikutip dalam buku
karangannya Panji Adam, terjadi karena dua akad yang dijalankan
secara paralel. Pertama, antara nasabah dengan bank melakukan akad
Mousharakah dengan masing-masing menyertakan harta untuk
dijadikan modal usaha usaha guna mendapatkan keuntungan. Hal ini
jelas merupakan shirkah amwaili. Kedua, nasabah melakukan usaha
dengan modal bersama yang hasilnya dibagi sesuai kesepakatan
antara bank dan nasabah.”

Musharakah Mutanaqgisah (diminishing partnership) adalah
bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan
suatu barang atau aset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak
kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah
hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme
pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini
berakhir dengan pengalihan hal salah satu pihak kepada pihak lain.®

Implementsi Akad Musharakah Mutanaqisah terdiri dari akad
Musharakah/shirkah dan bai’ (jual-beli). Dalam akad musharakah

mutanaqisah, pihak pertama (sharik) wajib berjanji untuk menjual

"Panji Adam, Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi), Cet. 1 (Bandung:
PT. Refika Aditama, 2017), 162.
*Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 114.
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seluruh hissah-nya secara bertahap dan pihak kedua (sharik) wajib
membelinya. Jual-beli dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan.
Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh hissah LKS beralih
kepada shdrik lainnya (nasabah).

Didalam musharakah mutanaqgisah atau dikenal dengan istilah
musharakah al- Muntahiyah Bi At-Tamlik terdapat unsur kerja sama
(shirkah) dan unsur sewa (fjarah). Kerja sama dilakukan dalam hal
penyertaan modal atau dana kerja sama kepemilikan, sementara sewa
merupakan kompensasi yang diberikan salah satu pihak kepada pihak
lain.

Dalam perbankan syariah implementasi musharakah mutanaqisah
yaitu nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah modal/dana
yang dimiliki oleh bank syariah. Perpindahan kepemilikan dari porsi
bank syariah kepada nasabah seiring dengan bertambahnya jumlah
modal nasabah dari pertambahan angsuran yang dilakukan nasabah.
Hingga angsuran berakhir berarti kepemilikan suatu barang atau
benda tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah.’

3. Dasar Hukum Musharakah Mutanaqisah

Dalam musharakah mutanaqisah ini ada beberapa dasar hukum

yang menjadi landasan implementasi akad musharakah mutanaqgisah

ini adalah sebagai berikut:

’Panji Adam, Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi), Cet. 1 (Bandung:
PT. Rafika Aditama, 2017), 165-166.
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Al Qur’an

1) QS. Shad ayat 24

;M\d\ﬁo\jkbbg\MJ\wwwdu
B U 5 ol 1y AT ) i e e 2]
RFy sy 4 G i LR 55 5b, O
Artinya: “Daud berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat
zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu
untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan
Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang
berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim
kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang
yang beriman dan mengerjakan amal yang sholeh;
dan Amat sedikitlah mereka ini”. Dan Daud
mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia
meminta ampun kepada  Tuhannya lalu
menl)(f)ungkur sujud dan bertaubat”. (QS. Shad ayat

24).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa baik laki-laki maupun
perempuan dianjurkan untuk mengerjakan amal shaleh dan Allah
tidak membebankan kebaikan atau pahala yang akan diberikan
kepada keduanya, serta dalam ayat tersebut juga menjelaskan
adanya larangan adanya berkhianat jika telah bekerja sama.
Dalam akad musharakah mutanaqisah terdapat akad shirkah
yaitu kerjasama yang mewajibkan bagi pelaksana akad ini untuk
saling mempercayai dan tetap jujur tanpa menyakiti satu sama

.11
lain.

Oleh karena itulah dalam surat Shad ayat 24 ini
menunjukkan ciri-ciri yang tepat dalam pelaksanaan akad

musharakah mutanaqisah, sehingga dapat melaksanakannya

"bid., 454.

"Nasrun Haroen, Figh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 173.
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dengan baik, dan ayat ini juga menjelaskan apabila dalam
pelaksanaannya salah satu pihak melakukan kesalahan baik
disengaja maupun tidak berkewajiban untuk memaafkan.
b. Hadist
1) Hadist riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah:
L G R ST 0t sl D1 G5 50 o 0

o0 8 o . 8. PRI e /);/:

Wp}-f&:—bﬁ\.@.&:—’db—bb 4.&-\44\.«.&

Artinya: “Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda:
Allah Swt berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari
dua orang yang bersyarikat selama salah satu
pihak tidak menghianati pihak yang lain. Jika
salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari
mereka”. (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh
al-Hakim, dari Abu Hurairah)."

Dalam hadist tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada
hamba-hambanya yang melakukan perserikatan selama saling
menunjukkan tinggi amanah kebersamaan dan menjahui
penghianatan."” Dalam hadist ini dijelaskan bahwa antara pihak
ketiga dari kedua orang yang berserikat diharuskan melakukan
perserikatannya diharapkan membawa kemaslahatan, jika
diantara salah satu ada yang berhianat maka yang satunya dapat

keluar dengan sendirinya.

"Ibn Hajar al-*Atsqalani, Bulug al-Maram min adillat al-Ahkam (Jakarta: Dar Kutub al-Islamiah,
1989), 162.

“Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani &
Tazkia Cendikia, 2001), 91.
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Rukun dan Syarat Musharakah Mutanaqisah

Suatu kontrak (akad) harus memenuhi beberapa rukun dan syarat
yang harus ada dalam setiap kontrak (akad) yang akan dilakukan. Jika
salah satu rukun tidak ada dalam transaksi yang dibuatnya, maka
transaksi tersebut dipandang tidak sah dalam pandangan hukum
Islam.'* Rukun dalam suatu akad dapat didefinisikan sebagai segala
sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan atas
dua kehendak, atau sesuatu yang bisa disamakan dengan hal itu dari
tindakan, isyarat, dan korespondensi."> Adapun syarat adalah suatu
sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan suatu
hal yang esensi sebagaimana hal yang tersebut pada rukun.'® Rukun
dan syarat adalah hal yang penting dan dasar karena Musharakah
Mutanagisah merupakan suatu perikatan akad, maka dari itu penulis
akan memaparkan rukun dan syarat yang sesuai dengan syariat Islam
yang harus dipatuhi dan diawasi oleh masyarakat muslim.'’

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy,"® yang dikutip dalam buku
karangannya Abdul Manan bahwa dalam suatu kontrak (akad) harus

memenuhi empat rukun yang tidak boleh ditinggalkan, diantaranya:

"“Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, Cet.
Ke-3 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 82.
PDimyaudin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 50.

Thid. 82.

"Nasrun Haroen, Figh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 97.

BIbid., 83.
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a. [ljabdan Qabul (shighat al-‘aqd)
shighat al-‘agd adalah ijab dan gabul (serah terima), yaitu
perkataan yang menunjukkan kepada kedua belah pihak." Zjab
dan Qabuf® dalam suatu kontrak dapat dilaksanakan dengan
ucapan lisan, tulisan, atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu
berbicara atau menulis, sepanjang tidak bertentangan dengan
hukum Islam. Bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan

(#i’i) yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk

melakukan suatu kontrak yang umumnya dikenal dengan a/-

mu’athah*'

Syarat shighat al-‘agd di antaranya, yaitu:*

1) Jala’ul ma’na (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan
pasti maknanya), sehingga dapat dipahami jenis akad yang
dikehendaki.

2) Tawafuq/tathabuq bainal ijab wal gabul (perseruan antara
ijab dan gabul atau kesesuain 7jab dan gabul).

3) Jazmul iradataini (ijab dan gabul mencerminkan kehendak
masing-masing pihak secara pasti dan mantap) tidak

menunjukkan adanya unsur keraguan dan paksaan.

Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, Cet. Ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 146.

*0 Jjab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran
kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan Qabul/ ialah perkataan yang keluar dari pihak
berakad pula, yang diucapkan setelah adanya 7jab.

*'Ibid., 83.

*Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, Cet. Ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 146.
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4) ttishad al-kabul bil-hijab, di mana kedua pihak dapat hadir
dalam suatu majelis.

Pelaku kontrak (akad) disyaratkan harus mukhallat (aqil
baligh, berakal sehat, dewasa (bukan mumayyid) dan cakap
hukum). Jadi tidak sah berakad apabila dilakukan oleh anak-anak
dan orang gila serta orang-orang yang berada di bawah
pengampuan. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa batasan umur
pelaku berakad diserahkan kepada ‘urf (adat) setempat dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu
negara.”

Pihak-pihak yang Melaksanakan Kontrak (A/- ‘Aqgidain)
Al-‘Agidain atau subjek akad (subjek hukum) adalah para

pihak yang melakukan atau membuat akad. Subjek akad, dapat

berbentuk perorangan dan dapat juga dalam bentuk badan
hukum.

Adapun syarat subjek akad tersebut, yaitu:**

1) Seseorang yang mukallaf, yaitu orang yang telah memiliki
kedudukan tertentu sehingga dia dibebani kewajiban-
kewajiban tertentu. Patokan atau ukuran dalam penentuan
mukallaf ini biasanya dengan ukuran baligh, yaitu telah
mencapai umur tertentu sesuai ketentuan Undang-undang,

atau ditandai dengan datangnya tanda-tanda kedewasaan,

P1bid., 84.

** Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, Cet. Ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 146.
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seperti mengstruasi pada wanita dan perubahan suara dan

mimpi pada pria dan ukuran yang kedua adalah agi/ yaitu

tidak cacat akal pikiran. Kegunaan dari penentuan mukallaf
ini adalah sebagai dasar pembebanan kewajiban.

2) Badan hukum. Yang dimaksud dengan badan hukum suatu
persekutuan (shirkah) yang dibentuk berdasarkan hukum dan
memiliki tanggung jawab kehartaan yang terpisah dari
pendirinya.

Dari uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa subjek
akad (subjek hukum) dalam suatu kontrak dapat timbul dari
manusia, dan dapat juga lahir dari badan hukum. Dalam hal a/-
‘Agidain (subjek hukum kontrak), maka hal yang perlu
diperhatikan yaitu kecakapan bertindak (ahAliyah), kewenangan
(wilayah), dan perwakilan (wakalah) dari subjek kontak tersebut.
Apabila ini terpenuhi, maka kontrak yang dibuatnya mempunyai
nilai hukum yang dibenarkan.*

Objek Kontrak atau Akad (Mahal al-‘Aqd)

Mahal al-‘Aqd atau objek akad adalah sesuatu yang
dijadikan objek dari suatu akad dan dikenakan padanya akibat

hukum yang ditimbulkan. Menurut pendapat Zuhaily, yang

SIbid., 88.
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dikutip dalam buku karangannya Ismail Nawawi mengenai syarat

yang harus dipenuhi dalam objek akad di antaranya, yaitu:°

1) Objek akad harus ada ketika akad atau transaksi sedang
dilakukan.

2) Objek akad merupakan barang yang diperbolehkan shariah
untuk ditransaksikan (mal/ mutagawwin) dan dimiliki penuh
oleh pemiliknya.

3) Objek akad/transaksi bisa diserahterimakan saat terjadinya
akad atau di mungkinkan dikemudian hari.

4) Adanya kejelasan tentang objek akad/transaksi.

5) Objek akad/transaksi harus suci, tidak terkena najis dan
bukan barang nasjis, syarat ini diajukan oleh ulama’ selain
mazhab Hanafiyah.

Tujuan Kontrak dan Akibatnya (Maudhu’ul ‘Aqd)

Menurut ulama’ Figh, tujuan suatu akad harus sesuai dengan
hukum, sehingga apabila tujuannya sudah bertentangan dengan
hukum maka berakibat pada ketidakabsahan dari suatu perjanjian
yang dibuat.*’ Menurut Ahmad Azhar Basyir”®, sebagai mana
dikutip dalam buku karangannya Abdul Manan dalam

menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan

*Ismail Nawawi, Figh Muamalah: Klasih dan Kontemporer, Cet. Ke-2 (Bogor: Ghalia Indonesia,

2017), 23.

*"Mardani, Hukum Perikatan S yariah di Indonesia, Cet. Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 56.

% 1bid, 89-90.
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akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum di antaranya,

yaitu:

1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada ats
pihak-pihak yang bersangkutan tanpa transaksi yang
diadakan, tujuan baru ada pada ssat akad diadakan.

2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya
pelaksanaan kontrak (akad).

3) Tujuan akad harus dibenarkan oleh hukum, jika ini tidak
terpenuhi, maka kontrak tidak sah.

Jadi, para ahli hukum Islam menetapkan bahwa akad yang
telah memenuhi rukun dan syarat-syarat tersebut mempunyai
kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan
kontrak (berakad).

5. Ijarah dalam Musharakah Mutanaqisah
ljarah secara bahasa adalah sewa atau upah. Antara sewa dan
upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya
digunakan untuk benda, sedangkan upah digunakan untuk tenaga.”
ljarah adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan
penggantian. Dengan demikian pada dasarnya 7jarah adalah penjualan
manfaat yaitu memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu barang

dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah,

*Hendi Suhendi, Figh Muamalah, Cet ke-9 (Jakarta: Rajawali Persa, 2014), 133.
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tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.*

Akad Jjjarah tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya

perpindahan hak guna dari yang menyewakan kepada penyewa.’!
Dalam Islam terdapat dua macam jenis Jjarah, ° diantaranya

yaitu:

a. [ljarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan
jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
Pihak yang mempekerjakan disebut mustayir, pihak yang pekerja
disebut ajir dan upah yang dibayarkan disebut ujrah.

b. [Jjarah yang berhubungan dengan sewa asset atau properti, yaitu
memindahkan hak untuk memakai dari asset atau properti
tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk
ijarah ini menyerupai Jeasing (sewa) pada bisnis konvensional.
Pihak yang menyewa (/essee) disebut mustajir, pihak yang
menyewakan (/essor) disebut muajir dan biaya sewa disebut
ujrah.

Dalam perbankan syariah, 7jarah adalah /ease contract, yaitu
suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan

(equipment) kepada salah satu dari nasabahnya, berdasarkan

pembebanan suatu biaya yang ditentukan secara pasti sebelumnya

**Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Prakti (Jakarta: Gema Insani, 2001),
117

*'Sayyid Sabiq, Terjemahan Figh Al-Sunnah, Jilid 111 (Bandung: PT Al Ma’arif, 1987), 177.

32 Ascarya, Akad dan Produk Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 99.
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(fixed charge). Implementasi 7jarah di lembanga keunagn syariah juga

mempunyai bebrapa teknis, sebagai berikut:**

a. Transaksi fjarah ditandai dengan adanya pemindahan manfaat.
Jadi, pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual
beli, akan tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya.

b. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang
disewakan kepada nasabah. Karena didalam perbankan syariah
dikenal al-ijarah muntahiyah bittamlik (sewa yang diikuti dengan
perpindahan kepemilikan).

c. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian antara
bank dengan nasabah.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-
MUI/1V/2000 tanggal 13 April 2000 tentang pembiayaan /[jarah,
ditetapkan rukun dan syarat serta ketentuan lainnya mengenai
Ijarah.*

a. Rukun dan Syarat Jljarah
1) Pernyataan ijab dan Qabul
2) Pihak-pihak yang berakad (berkontrak), terdiri atas pemberi

sewa (/essor, pemilik aset, LKS), dan penyewa (/essee, pihak

yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah).

3Panji Adam, Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi) Cet. 1 (Bandung:
PT. Rafika Aditama, 2017), 210.

*Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Baisnis Bank Syariah (Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2014), 31-32.
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3) Objek kontrak: pembayaan sewa dan manfaat dari
penggunaan aset.

4) Manfaat dari penggunaan aset dalam 7ijarah adalah objek
kontrak yang harus dijamin karena ia rukun yang harus
dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.

5) Sighat ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah
pihak yang berkontrak secara verbal atau dalam bentuk lain
yang setara dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS)
dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).

Ketentuan Objek /jarah

1) Objek ifjarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan
jasa.

2) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan
dalam kontrak.

3) Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.

4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai
dengan syariah.

5) Manfaat harus dikenal secara spesifik sedemikian rupa untuk
untuk  menghilangkan  ketidaktahuan  yang  akan
mengakibatkan sengketa.

6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan secara jelas, termasuk

jangka waktunya.
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Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nesabah
kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai
pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga
dalam jual beli, dapat pula dijadikan sewa dalam 7jarah.
Pembayaran sewa bisa berbentuk jasa (manfaat lain) dari
jenis yang sama dengan objek kontrak.

Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat

diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.

Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa

1)
2)

3)

Menyediakan aset yang disewakan.
Menanggung biaya pemeliharaan aset.

Menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan.

Kewajiban Nasabah sebagai Penyewa

1)

2)

3)

Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga
keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai
kontrak.

Menanggung biaya pemeliharan aset yang bersifat ringan
(tidak material).

Jika aset yang disewa rusak bukan karena pelanggaran dari
penggunaan yang dibolehkan dan juga bukan karena
kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, maka ia tidak

bertanggung jawab terhadap kerusakan tersebut.
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ljarah dalam akad musharakah mutanagisah adalah ijarah
pemanfaatan guna barang, misalnya rumah, ruko, motor dan lainnya.

Seperti yang dijelaskan dalam fatwa DSN MUI No. 73/DSN-

MUI/X1/2008 tentang musharakah mutanaqgisah dalam ketentuan

khusus.*®

a. Aset musharakah mutanaqisah dapat di-ijarahkan kepada sharik
atau pihak lain.

b. Apabila aset musharakah menjadi objek ijarah, maka sharik
(nasabah) dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujrah yang
disepakati.

c. Keuntungan yang diperoleh dari wjrah tersebut dibagi sesuai
dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan
kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah
keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan

sesuai kesepakatan para sharik.

B. Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia
Tentang Akad Musharakah Mutanaqisah
1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia No.
73/DSN-MUI/X1/2008
Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 73/DSN-

MUI/X1/2008 tentang musharakah mutanagisah, terdapat ketentuan-

ketentuan dalam fatwa ini, diantarannya sebagai berikut:

3Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/X1/2008 tentang Musayarakah Mutanagishah, 5.
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Mousharakah Mutanaqisah adalah Musharakah atau Shirkah yang
kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (sharik)
berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak
lainnya.

Sharik adalah mitra, yakni pihak yang melakukan shirkah
(musharakah).

Hissah adalah porsi atau bagian sharik dalam kekayaan
musharakah yang bersifat musya’.

Musya’ adalah porsi atau bagian sharik dalam kekayaan
musyarakah (milik bersama) secara nilai dan tidak dapat
ditentukan batas-batasannya secara fisik.

Hukum musharakah mutanaqisah adalah boleh. Ketentuan akad

musharakah mutanaqgisah sebagai berikut:

a.

Akad  musharakah  mutanaqisah  terdiri  dari = akad
Mousharakah/Shirkah dan Bai’ (jual beli).

Dalam akad musharakah mutanaqgisah berlaku hukum
sebagaimana yang diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-
MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musharakah, yang para
mitranya memiliki hak dan kewajiban, di antaranya:

1) Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada

saat akad.
2) Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati

pada saat akad.
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3) Menanggung kerugian sesuai proporsi modal.

Dalam akad musharakah mutanaqgisah, pihak pertama (sharik)
wajib berjanji untuk menjual seluruh Aissah-nya secara bertahap
dan pihak kedua (sharik) wajib membelinya.

Jual beli sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilaksanakan
sesuai kesepakatan.

Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh Aissah LKS beralih
kepada sharik lainnya (nasabah).

Adapun ketentuan khusus musharakah mutanaqisah adalah:

Aset musharakah mutanaqisah dapat di-jjarahkan kepada sharik
atau pihak lain.

Apabila aset musharakah menjadi objek ifjarah, maka sharik
(nasabah) dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujrah yang
disepakati.

Keuntungan yang diperoleh dari ujrah tersebut dibagi sesuai
dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan
kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah
keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan
sesuai kesepakatan para sharik.

Kadar/ukuran bagian/porsi kepemilikan aset musharakah, sharik
(LKS) yang berkurang akibat pembayaran oleh sharik (nasabah)

harus jelas dan disepakati dalam akad.
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e. Biaya perolehan aset musharakah menjadi beban bersama
sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli.

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia No.
01/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman Implementasi Musharakah
Mutanaqisah Dalam Produk Pembiayaan.

a. Definisi Produk

Pembiayaan musharakah mutanaqgisah adalah produk
pembiayaan berdasarkan prinsip musharakah, yaitu shirkatul
‘inan, yang porsi (hissah) modal salah satu sharik (Bank
Syariah/LKS) berkurang disebabkan pengalihan komersial secara
bertahap (naqlul hissah bil ‘iwadh mutanaqisah) kepada sharik
yang lain (nasabah).

b. Karakteristik Musharakah Mutanaqisah

Semua rukun dan ketentuan yang ada dalam akad
musharakah, sebagaimana fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musharakah berlaku juga
pada musharakah mutanaqisah, sedangkan ciri-ciri khusus
musharakah mutanagisah adalah sebagai berikut:

1) Modal usaha dari pihak (Bank Syariah/Lembaga Keuangan
Syariah, dan nasabah) harus dinratakan dalam bentuk Aissah.
Terdapat modal usaha tersebut dilakukan tajzi’atul hishshah;
yaitu modal usaha dicatat sebagai hissah (portion) yang
terbagi menjadi unit-unit Aissah. Misalnya modal usaha

shirkah dari Bank sebesar 80 juta rupiah dan dari nasabah



44

sebesar 20 juta rupiah (modal usaha shirkah adalah 100 juta
rupiah). Apabila setiap unit Aissah disepekati bernilai 1 juta
rupiah; maka modal usaha shirkah adalah 100 unit Aissah.

2) Modal usaha yang telah disepakati dalam Aissah tersebut
tidak boleh berkurang selama akad berlaku secara efektif.
Sesuai dengan contoh pada huruf a, maka modal usaha
shirkah dari awal sampai akhir adalah 100 juta rupiah (100
unit hissah).

3) Adanya wa’d (janji).

Bank Syariah/LKS berjanji untuk mengalihkan seluruh
hissalmya secara komersial kepada nasabah dengan bertahap.

4) Adanya penghalihan unit Aissah.

Setiap penyetoran uang oleh nasabah kepada Bank
Syariah/LKS, maka yang jumlahnya sama dengan nilai unit
hissah, secara syariah dinyatakan sebagai pengalihan unit
hissah Bank Syariah/LKS secara komersial (naq/ul hissah bil
‘iwadh), sedangkan nilai yang jumlahnya lebih dari unit
hissah tersebut, dinyatakan sebagai bagi hasil yang menjadi
hak Bank Syariah/LKS.

c. Tujuan Produk
Menyediakan fasilitas pembiayaan kepada nasabah baik
perorangan maupun perusahaan dalam rangka memperoleh atau

menambah modal atau aset (barang) berdasarkan sistem bagi
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hasil. Modal yang dimaksud adalah modal usaha secara umum

yang sesuai syariah. Aset (barang) yang dimaksud antara lain,

namun tidak terbatas pada: 1) properti (naru/bekas), 2) kendaraan
bermotor (baru/bekas), 3) barang lainnya yang sesuai syariah

(baru/bekas).

Obyek Pembiayaan
Obyek pembiayaan adlah kegiatan usaha komersial yang

dijalankan dalam berbagai bentuk usaha yang sesuai denagn

syariah, antara lain: prinsip jual beli, bagi hasil, dan sewa
menyewa.

Prinsip dan Ketentuan
Prinsip yang digunakan dlam produk ini adalah akad

musharakah mutanaqisah. Shirkah dalam akad ini adalah shirkah

al-‘inan. Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan
berdasarkan musharakah mutanaqisah berlaku persyaratan paling
kurang sebagai berikut:

1) Berlaku ketentuan hukum/prinsip syariah sebagaimana yang
diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000
tentang Pembiayaan Musharakal;

2) Karakteristik sebagaimana angka 2 harus dituangkan secara
jelas dalam akad;

3) Setelah seluruh proses pengalihan selesai, seluruh porsi

modal (Aissah) Bank Syariah/LKS beralih kepada nasabah.
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Pendapatan musharakah mutanaqgisah berupa bagi hasil dapat

berasal dari:

a) Margin apabila kegiatan usahanya berdasarkan prinsip
jual beli;

b) Bagi hasil apabila kegiatan usahanya berdasarkan
musharakah atau mudharababh,

¢) Ujrah apabila kegiatan usahanya berdasarkan prinsip
Ijarah.

Nisbah keuntungan (bagi hasil) ditetapkan berdasarkan

kesepakatan para pihak dan dapat mengikuti perubahan

proporsi kepemilikan modal;

Proyeksi keuntungan dalam pembiayaan musharakah

mutanaqisah dapat didasarkan pada pendapatan masa depan

(future income) dari kegiatan musharakah mutanaqisah,

pendapatan proyeksi (projected income) yang didasarkan

kepada pendapatan historis (Aistorical income) dari kegiatan

musharakah mutanaqgisah atau dasar lainnya yang disepakati.

Para pihak dapat menyepakati nisbah keuntungan tanpa

menggunakan proyeksi keuntungan;

Dalam hal kegiatan wusaha musharakah mutanaqisah

menggunakan prinsip sewa menyewa (7jarah), maka obyek

yang dibiayai dengan akad musharakah mutanaqisah dapat

diambil manfaatnya oleh nasabah selaku pengguna atau
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pihak lain dengan membayar wujrah yang disepakati. Apabila
nasabah menggunakan obyek musharakah mutanagisah,
maka nasabah adalah pihak yang mengambil manfaat dari
obyek tersebut (intifa’ bil majjur) dan karenanya harus
membayar ujrah;

Dalam hal kegiatan usaha musharakah mutanaqisah
menggunakan prinsip sewa menyewa (fjarah) dan obyek
yang dibiayai dlam proses pembuatan pada saat akad
(indent), maka seluruh rincian kriteria, spesifikasi, dan
waktu ketersediaan obyek harus disepakati dan dinyatakan
secara jelas, baik kualitas maupun kuantitasnya (ma’lum
mawshufan mundhabithan munafiyan [lil jahalah) dalam
akad, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian (gharar)
dan perselisihan (niza’).

Dalam hal kegiatan usaha musharakah mutanaqisah
menggunakan prinsip sewa menyewa (Jjarah), obyek
pembiayaan musharakah mutanagisah boleh diatas namakan
nasabah secara langsung atas persetujuan  Bank

Syariah/LKS.

10) Nasabah boleh melakukan pengalihan /Aissah Bank

Syariah/LKS sesuai dengan jangka waktu yang disepakati
atau dengan jangka waktu dipercepat atas persetujuan Bank

Syariah/LKS.
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Ketentuan Khusus /ndent
Khusus untuk kegiatan usaha musharakah mutanaqgisah yang
menggunakan prinsip sewa menyewa (ijarah) dimana obyek yang
masih dalam proses pembuatan (7indent) berlaku ketentuan
sebagai berikut:
1) Obyek musharakah mutanaqisah
Yang dimaksud dengan ketersediaan obyej harus
disepakati dan dituangkan secara jelas, baik kuantitas
maupun kualitas (ma’lum mawshufan mundhabithan
munafiyan lil jahalah) sebagaimana huruf e angka 7 adalah:
a) Jangka waktu penyerahan obyek pembiayaan
musharakah mutanagisah harus ditentukan secara jelas;
b) Kuantitas dan kualitas ditetapkan dan disepakati secara
jelas;
c) Ketersediaan obyek diketahui dengan jelas paling tidak:
(1) Sebagian besar obyek musharakah mutanaqisah
dalam bentuk bangunan/fisik sudah ada pada saat
akad dilakukan, tetapi penyerahan keseluruhan
obyek musharakah mutanaqgisah dilakukan pada
masa yang akan datang sesuai kesepakatan.
(2) Kepastian keberadaan musharakah mutanaqisah
harus sudah jelas dan telah menjadi milik

developer/suplier bebas sengketa.
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2) Pengakuan pendapatan musharakah mutanaqisah

Dalam hal ini sumber pendapatan musharakah

mutanaqisah berasal dari ujrah sebagaimana dimaksud pada

huruf e angka 4 butir ke-3 yang obyek musharakah

mutanaqisah belum tersedia seluruhnya, mak Bank

Syariah/LKS dapat mengakui pendapatan apabila tanah dan

infrastruktur telah tersedia, sebagian besar bengunan sudah

ada pada saat akad dan besar sengketa.

g. Ketentuan lain

1) Denda dan Ganti Rugi

a)

b)

Bank Syariah/LKS diperkenankan untuk mengenakan

sanksi kepada nasabah yang mampu menunda-nunda

pembayaran angsuran. Sanksi dapat berupa:

(1) Denda keterlambatan (fa’zir), yang akan diakui
sebagai dana kebajikan.

(2) Ganti kerugian (ta’widh), yang terdiri atas biaya
penagihan dan biaya eksekusi barang.

Biaya denda keterlambatan dan ganti kerugian yang

berupa biaya penagihan akan dikenakan sejumlah dana

atau persentase yang dihitung berdasarkan biaya historis

nyata (real historical cost) dengan mengacu kepada

substansi fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004

tentang Ganti Rugi (¢a 'wid).
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2) Pelunasan Dipercepat

a)

b)

Dalam hal terjadi percepatan pengalihan Aissah, maka

yang menjadi kewajiban nasabah adalah sisa total adalah

sisa total kewajiban musharakah mutanaqisah yang

meliputi:

(1) Sisa hissah Bank Syariah/LKS (outstanding) pokok
yang belum diambil alih oleh nasabah.

(2) Sisa pendapatan yang belum diselesaikan oleh
nasabah sebagaimana diperjanjikan dalam akad.
Bank Syariah/LKS boleh melakukan discount (tanazulul
hagq) dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dalam

angka 1 huruf a, yang poin 2.

3) Penyelesain Pembiayaan Bermasalah

a)

b)

Pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan oleh para
pihak melalui musyawarah mufakat dengan cara
penjadwalan kembali (rescheduling), penambahan syarat
baru (reconditioning), maupun penggunaan struktur baru
(restructuring).

Bank Syariah/LKS dapat melakukan penyelesaian
(settlement) Pembiayaan musharakah mutanaqgisah bagi
nasabah yang tidak menyelesaikan atau melunasi
pembiayaannya sesuai dengan jumlah dan waktu yang

telah disepakati, dengan ketentuan.
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(1) Akad musharakah mutanagisah atau jaminan
lainnya dijual oleh nasabah melalui Bank
Syariah/LKS dengan harga yang disepakati.

(2) Nasabah melunasi sisa kewajibannya kepada Bank
Syariah/LKS dari hasil penjualan.

(3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang, maka
Bank Syariah/LKS mengembalikan sisanya kepada
nasabah.

(4) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa
utangnya, maka Bank Syariah/LKS dapat
membebaskannya berdasarkan kebijakan Bank
Syariah/LKS.

4) Keputusan DSN-MUI ini merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dari Fatwa DSN No. 73/DSN-
MUI/X1/2008 tentang musharakah mutanaqisah dan berlaku
sejak tanggal ditetapkannya, dan jika di kemudian hari
terdapat kesalahan dalam pedoman ini akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.



BAB III

IMPLEMENTASI AKAD MUSHARAKAH MUTANAQISAH TERHADAP
PRODUK PEMBIAYAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DI BANK

SYARIAH BUKOPIN CABANG SURABAYA

A. Gambaran Umum Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya

1.

Sejarah Berdirinya Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya

Sejarah lahirnya Bank Syariah Bukopin yang dahulunya bernama
PT. Bank Persyarikatan Indonesia (BPI), yang didirikan berdasarkan
akta No. 102 tertanggal 29 Juli 1990 dengan nama PT. Bank
Swansarindo Internasional yang dibuat dihadapan Dr. Widjojo
Wilami, SH., Notaris di Samarinda. Dalam perkembangannya, PT.
Bank Persyarikatan Indonesia (BPI) yang merupakan bank umum
yang kemudian diambil alih oleh bank syariah dan sekarang menjadi
PT Bank Syariah Bukopin (BSB).

Selanjutnya, pada tahun 2001 sampai 2002, organisasi
Muhammadiyah mengakuisisi dan mengubah nama PT. Bank
Swansarinda Internasional menjadi PT Bank Perserikatan Indonesia
yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia (BI) Nomor 5/4/Kep.
DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang kemudian dituangkan dalam
akta No. 109 pada Tanggal 31 Januari 2003. Dalam

perkembangannya, terdapat program penyehatan PT Bank
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Perserikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT
Bank Bukopin, Tbk."

Pada tahun 2001, awal mula Bank Bukopin Syariah dengan
terbentuknya tim Syariah Bank Bukopin. Supaya dalam kegiatan
bisnis Bank Syariah Bukopin sesuai dengan prinsip syariah, maka dari
itu Bukopin Syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang
terdiri dari:

Ketua : Dr. K.H. Didin Hafidhuddin

Anggota : Prof. Dr. K. H. Ali Musthofa Ya’qub, M.A.

Ichwan Abidin, M.A., M.sc.

Setalah itu, pada bulan Desember 2001 Bank Bukopin mulai
membuka cabang syariah pertama yaitu di jalan Wiyaja IX Flat iv
No. Melawai Raya, Jakarta Selatan. Pada tanggal 18 November 2002
dibuka cabang kedua Bank Syariah Bukopin di kota Bukit Tinggi,
Sumatera Barat tepatnya di jalan Perintis Kemerdekaan No. 16 Bukit
Tinggi. Pada tanggal 26 Maret 2004 dibuka cabang syariah di
Surabaya. Kemudian terlepas itu pada tanggal 10 Juli 2009 Bank
Bukopin Syariah Cabang Surabaya memutuskan untuk lepas dari
perusahaan induknya (spin off).? Bank Syariah Bukopin mulai

beroperasi melaksanakan kegiatan usahanya dengan menerapkan

! Sejarah Bank Syariah Bukopin dalam https://www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/profil-
perusahaan, diakses pada 26 Februari 2019.

* Fika Diah Parwitasari, “Implementasi Murabahah pada Produk IB Pemilikan Rumah dalam
Meningkatkan Profitabilitas: Studi Kasus Pada Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya”
(Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi
Syariah, 2018), 42.



https://www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/profil-perusahaan
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Prinsip-prinsip Bank Syariah yang setelah memperoleh izin operasi
Syariah dari Bank Indonesia (BI) pada 27 Oktober 2008. Berikutnya,
pada tanggal 11 Desember 2008, PT Bank Syariah Bukopin
diresmikan oleh M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia
(periode 2004-2009). Dengan menjalankan sesuai dengan Komitmen
yang penuh, PT Bank Bukopin Tbk sebagai pemegang saham yang
mayoritas diwujudkannya dengan menambahkan setoran modal
dalam rangka untuk menjadikan PT Bank Syariah Bukopin sebagai
bank syariah dengan pelayanan yang terbaik.

Pada pertengahan tahun 2009, tepatnya pada tanggal 10 Juli
2009 melalui Surat Persetujuan Bank Indonesia (BI), PT Bank
Bukopin Tbk telah mengalihkan Hak dan Kewajiban Unit Usaha
Syariah-nya ke dalam badan usaha PT Bank Syariah Bukopin. Bank
Syariah Bukopin sebagai bank yang menerapkan pada pembiayaan
usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan segmentasi usaha
pendidikan, kesehatan, konstruksi, dan perdagangan.

Sampai dengan akhir Desember 2014 Perseroan memiliki
jaringan kantor yaitu 1 (satu) Kantor Pusat dan Operasional, 11
(sebelas) Kantor Cabang, 7 (tujuh) Kantor Cabang Pembantu, 4
(empat) Kantor Kas, 1unit mobil kas keliling, dan 76 Kantor Layanan

Syariah, serta mesin ATM BSB dengan menggunakan jaringan Prima
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dan ATM Bank Bukopin.’ Dalam rangka untuk meningkatkan
pelayanan kepada para nasabah, sehingga nasabah akan merasa lebih
nyaman dan aman dengan dukungan fasilitas yang tersedia,” ungkap
Riyanto, Direktur Utama BSB.
2. Visi dan Misi Perusahaan®
Bank Syariah Bukopin sebagai perusahaan jasa perbankan dalam
menjalankan kegiatan usahanya mempunyai visi dan misi yang
menjadi pegangan agar tetap dapat berjalan dan berkembang di
bidang usahanya karena banyak perusahaan kompetitor yang sejenis
pula
Visi
“Menjadi Bank Syariah Pilihan dengan Pelayanan Terbaik™
Misi
a. Memberikan pelayanan terbaik pada nasabah.
b. Membentuk sumber daya insani yang profesional dan amanah.
c. Memfokuskan pengembangan usaha pada sektor UMKM (Usaha
Mikro Kecil dan Menengah).
d. Meningkatkan nilai tambah kepada stakeholder.
3. Nilai - Nilai Perusahaan
a. Nilai Amanah, yaitu Senantiasa menjaga kepercayaaan yang

diterima dari prsahaan dan patuh pada peraturan yang berlaku

3 Sejarah Bank Syariah Bukopin dalam https:/www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/profil-
perusahaan, diakses pada 26 Februari 2019.

* Sejarah Bank Syariah Bukopin dalam https:/www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/visi-
dan-misi, diakses pada 28 Februari 2019.



https://www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/profil-perusahaan
https://www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/profil-perusahaan
https://www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/visi-dan-misi
https://www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/visi-dan-misi
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b. Kualitas, yaitu Senantiasa berupaya secara maksimal dan
berkesinambungan untuk mengembangkan diri meningkatkan
mutu serta kemampuan yang unggul dan selalu memberikan hasil
yang terbaik.

c. Peduli, yaitu Senantiasa memiliki perhatian khusus untuk
melayani dengan hati nurani guna kepentingan stakeholder

d. Integritas, yaitu Senantiasa memiliki keselarasan niat, pikiran,
perkataan dan perbuatan baik dan benar yang sesuai dengan nilai-
nilai perusahaan, masyarakat dan prinsip- prinsip good corporate
government.

e. Kerja Sama, yaitu Secara terus menerus mengupayakan untuk
bekerja secara efektif kooperatif dan selalu membangun serta
menjaga hubungan kerja yang baik.

4. Profil Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya’

Nama : PT. Bank Syariah Bukopin

Alamat : J1. Darmo No. 105-107 Surabaya, Jawa Timur
Telepon :(031) 5636485

Website : http://www.syariahbukopin.co.id

Tanggal Berdiri: 26 Maret 2004

> Gustav (Marketing Pembiayaan BSB), Wawancara, Surabaya, 20 Maret 2019.


http://www.syariahbukopin.co.id/
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5. Struktur Organisasi Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya®

Dewan Pengawas Syariah Dewan
1 |
| Direktur Utama |
|
| | ]
Direktur Bisnis Direktur Operasional Direktur Kepatuhan &

| SDM
| |

Koordinator Divisi Koordinasi Operasional

Bisnis
" i
Pemimpin Cabang Manager Operasional &
Pelayanan
| |
TL AO TL RO
| | Koordinasi Pelayanan
AO RO
FO MO BO
| 1 | 1 1 1 | |
Teller CS TKI Sundries IP LC Legal Sarlog

osOoO> ™
r 0> =

Gambar 2.2 : Struktur Organisasi Bisnis Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya

6 Laila Nurul Rahmawati (Team Leader Pendanaan), Wawancara, Surabaya, 13 Maret 2019.
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Jabatan Pekerjaan

Nama Karyawan

Pemimpin Cabang

Edy Kurniawan

Team Leader Pendanaan (Funding)

Laila Nurul Rahmawati

Team Leader Pembiayaan (Lending) | Wahyu Putri Renani
RPP Nafid Aris S.
AO Mikro M. Novan R.
Service Assistant Ida Herlina

RO Capem HR.Muhammad Naili Alfa R

AO Capem HR.Muhammad Ayu Adelia A.
RO Feronika S.

RO LSB P. Gresik Faisal Rahman B
RO LSB RMI Bratang Sby Rizka Ayu H.
RO LSB Panglima Sudirman Syah Rizal R
Account Officer Erwin Nirwana
Account Officer Alvian Ibnu R.
AO PRP Aprinta S.R.

AO Konsumer Gustaf Naufan
AO BG Dita O.

AO Capem HR. Muhammad Pramono S.

AQO Account Officer

Ditto Saladin
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6. Job Discription yang Berkaitan dengan Divisi Pembiayaan’
a. Support Funding

Memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1) Mengadministrasikan semua dokumen yang terkait dengan
pembiayaan.

2) Melakukan transaksi nasabah atas jaminan yang terkait
dengan pembiayaan.

3) Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen penggajian
karyawan.

4) Memeriksa kelegalan kelengkapan dokumen pelayanan atau
nasabah lainnya. Dan melakukan laporan bulanan kepada
Bank Indonesia tentang pembiayaan yang telah di salurkan.

b. Account Officer (AO)

Memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1) Berhubungan langsung dengan nasabah berkaitan dengan
pengajuan pembiayaan.

2) Menerima  dokumen-dokumen nasabah yang akan
dimasukkan ke dalam file pembiayaan dari nasabah.

3) Melakukan penyusunan file pembiayaan sesuai dengan
ketentuan penyusunan file dan menegur nasabah yang telat

dalam pembayaran cicilan.

’ Wahyu Putri Renani (Team Leader Pembiayaan), Wawancara, Surabaya, 13 Maret 2019.
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Legal
Dalam kegiatannya memiliki tugas dan wewenang untuk

melakukan analisa yuridis serta memeriksa file jaminan pada

setiap transaksi penyimpanan dan peminjaman file jaminan.

Operasional
Memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1) Mengelola administrasi pembiayaan, rekening, pembiayaan.

2) Memproses transaksi pencairan angsuran dan pelunasan.

3) Mengelola penyimpanan dokumen pembiayaan dan dokumen
jaminan penyimpanan serta mengelola hubungan dengan
notaris.

Teller
Bertugas untuk memproses transaksi keuangan dan non

keuangan terkait dengan rekening dana dan mengelola kebutuhan

kas sehari-hari.

Custemer Service
Memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemasaran

dana konsumer kepada nasabah walk in dan cross/up selling

kepada nasabah dana existing serta memproses pembukuan dan
penutupan dalam rekening yang dibuat oleh nasabah.

Back Oftice
Bertugas melakukan pengecekan, memastikan transaksi yang

dilakukan oleh feller, apakah sudah benar dan sesuai dengan tata
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cara serta membuat pembukuan perusahaan dari harian sampai
tahunan.
h. Audit
Memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1) Menjalankan proses audit internal secara teknis dan berskala,
baik dari segi finansial maupun operasional.

2) Menganalisis dengan akurat serta bisa memberikan
gambaran tentang penyelesain masalah keuangan.

7. Produk — produk Bank Bukopin Syariah®
Produk dana Bank Syariah Bukopin, antara lain
a. Produk Pendanaan

1) Tabungan iB Siaga (Wadi’ah/Titipan) adalah jenis
simpanan pada Bank Syariah Bukopin bagi perorangan dan
penarikannya dapat dilakukan dengan cara tertentu.

2) Tabungan iB Haji adalah jenis simpanan pada Bank Syariah
Bukopin yang diperuntukan bagi perorangan yang akan
menunaikan ibadah haji. Tabungan Siaga haji ini
menggunakan prinsip titipan (wadi’ah yad dhamanah).

3) Giro iB (Wadi’ah) adalah simpanan dana yang dapat ditarik
sewaktu-waktu dengan menggunakan cek, bilyet giro atau

pemindah bukuan lainnya.

® Sejarah Bank Syariah Bukopin dalam https://www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/visi-
dan-misi, diakses pada 28 Februari 2019.


https://www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/visi-dan-misi
https://www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/visi-dan-misi

4)

5)

6)

7)

8)

62

Deposito iB (Deposito Mudharabah) adalah jenis simpanan
pada Bank Syariah Bukopin dalam mata uang rupiah yang
penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo
deposito (sesuai jangka waktunya).

Tabungan Rencana Pendidikan Adalah merupakan jenis
simpanan berjangka guna membantu menyiapkan dana untuk
setiap jenjang Pendidikan anak serta sebagai sarana guna
meningkatkan disiplin dalam menabung untuk kepentingan
masa depan.

Tabungan Rencana Multiguna Adalah merupakan jenis
simpanan berjangka yang bertujuan untuk membantu
mewujudkan segala impian dan rencana masa depan nasababh,
seperti: wisata ke luar negeri, perjalanan ibadah, pernikahan,
hingga untuk persiapan pensiun.

TabunganKu iB adalah Tabungan untuk perorangan dengan
persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara
bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan
budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

Tabungan SimPel iB merupakan tabungan untuk pelajar
dengan persyaratan mudah dan fitur yang menarik dalam
rangka edukasi perbankan untuk mendorong budaya

menabung sejak usia dini. Dengan Setoran awal minimum



63

sebesar Rp 1.000, Setoran selanjutnya minimum sebesar Rp

1.000, dan Saldo minimum di buku tabungan sebesar Rp

1.000,-

9) Tabungan iB SiAga Bisnis adalah Simpanan yang
diperuntukan bagi perorangan dan badan wusaha, yang
penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan
ketentuan tertentu yang telah disepakati dan tidak dapat
ditarik dengan cek, bilyet giro atau media lainnya yang
dipersamakan dengan itu.

b. Produk-produk Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya

1) Prinsip Jual Beli

a) Pembiayaan Murabahah. Dalam praktik penjual harus
memberitahu harga produk yang dibeli dari penjual yag
sebenarnya dan menentukan harga yang haruis dijual
kepada nasabah sesuai kesepakatan dari pihak Bank dan
juga keuntungan sebagai tambahannya.

b) Salam adalah pembelian barang yang diserahkan di
kemudian hari sementara pembayaran dilakukan di
muka.

c) Istisna’ adalah akad jual-beli dimana pembeli (nasabah)
memesan kepada penjual (pembeli) untuk Membuat
suatu barang yang diinginkannya supaya diselesaikan

dalam jangka waktu tertentu dengan harga dan cara
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pembayarannya telah ditetapkan. Bai’ al-istisna’ dan al-
Salam mekanismenya hampir sama, hanya pada proses

pembayaran yang berbeda.

2) Prinsip Bagi Hasil

a)

b)

Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan dimana
modal 100 % bank dan debitur (Mudharib) sebagai
pengelola dana tersebut, jika terjadi kerugian yang
bukan karena kecurangan debitur merupakan kerugian
bank.

Pembiayaan Musharakah Adalah kerjasama antara dua
orang pihak atau lebih untuk melakukan perserikatan
atau kerjasama dalam suatu usaha tertu, dengan masing-
masing pihak memberikan kontribusi satu sama lain,
sesuai dengan kesepakatan, dan kesepakatan keuntungan
dan resiko menjadi tanggung jawab bersama sesuai
dengan kontribusi antar pihak yang sudah disepakati

bersama.

3) Akad Pelengkap

a)

Hiwalah (Alih Utang Piutang) adalah pengalihan hutang
dari orang yang berhutang kepada orang yang wajib

menanggungnya.
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b) Rahn (Gadai) adalah jaminan hutang atau gadai, yaitu
menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai
jaminan atau peminjam yang diterimanya.

¢) (Qard adalah pinjaman atau pemberian harta kepada
orang lain yang dapat ditagih kembali dengan kata lain
meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

d) Wakalah (Perwakilan) adalah penyerahan, pendelegasian
atau pemberian mandat, yaitu pelimpahan kekuasaan
oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang
diwakilkan.

e) Kafalah (Bank Garansi) Adalah merupakan jaminan
yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak
ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau
yang ditanggung

Jasa Layanan Bank Bukopin Syariah
Terdiri dari Kliring, Inkaso, Transfer, Pembayaran

rekening  Telkom,  Pembayaran rekening  telepon

genggam/Telkomsel, = Pembayaran  rekening  telepon

Ratelindo (pusat, di cabang Surabaya belum ada),

Pembayaran rekening listrik, Pembayaran rekening air

(pusat, di cabang Surabaya belum ada), Pembayaran kartu

kredit (VISA dan Master Card), Pembayaran biaya

penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), ATM, Sistem
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Komunikasi Haji Terpadu (SISKOHAT), Bank referensi,

RTGS (Real Time Gross Settlement, Pajak, SPP kebidanan

Khodijah (Akbid), Internet Banking dan Bukopin Cash

Management

c. Produk Pembiayaan di Bank Syariah Bukopin cabang Surabaya

1) Pembiayaan menggunakan prinsip murabahah

a)

b)

d)

Pembiayaan iB jual beli (murabahah): jual beli barang
sesuai dengan harga asal dengan tambahan keuntungan
yang disepakati.

Pembiayaan iB kepemilikan mobil: jual beli barang
sebesar harga perolehan ditambah dengan margin yang
sudah di sepakati oleh penjual dan pembeli.

Pembiayaan iB Kepemilikan Emas (Murabahah
emas):pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada
Nasabah dengan menggunakan akad Murabahah dalam
rangka membantu nasabah untuk memilik emas.
Pembiayaan iB Siaga Pensiun: fasilitas pembiayaan
dengan menggunakan prinsip Murabahah yang diberikan
oleh Bank kepada penerima pensiun yang uang pensiun
secara rutin setiap bulan dari Negara yang biasa disebut
dengan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).
Pembiayaan iB Kepemilikan Rumah: pembiayaan yang

diberikan Bank untuk pembelian atau renovasi rumah
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tinggal, pembelian rumah susun/apartemen, rumah toko
dan rumah kantor.

Pembiayaan iB K3A: Pembiayaan ini menerapkan akad
Murabahah dalam praktiknya dam pembiayaan ini
diperuntukkan oleh Bank Syariah Bukopin kepada
Koperasi Karyawan (kopkar), Koperasi Pegawai,
Koperasi Pegawai Negeri (KPN) atau koperasi sejenis
lainnya yang diteruskan kepada anggotanya untuk
memenuhi berbagai kebutuhan.

Pembiayaan iB KKPA-Relending Syariah: pembiayaan
dengan prinsip syariah dalam bentuk investasi dan
modal kerja kepada koperasi primer untuk diteruskan
kepada anggotanya, dengan sumber dana berasal dari
Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang dikelola
oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM).

iB Pembiayaan Pola Channeling: ada 2 kategori dalam
pembiayaan ini, diantaranya: Pembiayaan iB Mobil Pola
Channeling melalui Multifinance adalah pembiayaan
pemilikan kendaraan kepada end user yang dilakukan
melalui perusahaan Multifinance yang dapat dilakukan
secara pembiayaan bersama (joint financing) atau
pembiayaan penuh (fu/l financing) dan Pembiayaan

kepada Pensiunan Pola Channeling..
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2) Pembiayaan berdasarkan prinsip Mudharabah

a) Pembiayaan iB Bagi Hasil (mudharabah): kerjasama
anatara pemilik modal dengan pengelola untuk suatu usaha
tertentu dengan kesepakatan bagi hasil.

b) Pembiayaan =~ Mudharabah  iB  Investasi  Terikat
(Mudharabah ~ Muqayyadah)  kegiatan  pembiayaan
Mudharabah yang usaha dan cakupannya dibatasi oleh
spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah sesuai dengan
permintaan oleh pemilik dana.

3) Pembiayaan berdasarkan prinsip Qardh

a) Pembiayaan iB Pinjaman (Qardh): kegiatan pinjam
meminjam dana tandapa imbalan dengan kewajiban pihak
peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara lengkap
sekaligus atau dalam jangka waktu tertentu.

b) Pembiayaan iB Siaga emas (Gadai): kegiataan pembiayaan
dimana Bank memberikan fasilitas pinjaman berdasarkan
prinsip Qardh kepada nasabah dengan menjaminkan emas.
Yang mana emas yang diagunkan tersebut akan disimpan
dan dipelihara oleh Bank, dan atas pemeliharan tersebut
bank mengenakan biaya sewa dengan prinsip ijarah.

4) Pembiayaan berdasarkan prinsip Istishna’
a) Pembiayaan iB Istishna* pembiayaan suatu barang dalam

bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan
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kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara
nasabah dan penjual atau pembuat barang.

b) Pembiayaan iB Istishna’ Pararel: pembiayaan dengan kad
jual beli dimana Bank (penjual) memesan barang kepada
pihak lain (produsen) untuk menyediakan barang sesuai
dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah
disepakati nasabah (pembeli) dengan pembayaran sesuai
dengan kesepakatan.

5) Pembiayaan berdasarkan prinsip Musharakah

a) Pembiayaan iB Bagi Hasil (Musharakah): kerjasama dua
pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing
pihak memberikan kontribusi dana dan karya/keahlihan
dengan kesepakatan keuntungan dan resiko menjadi
tanggungan bersama sesuai kesepakatan.

6) Pembiayaan berdasarkan prinsip /jarah

a) Pembiayaan iB SiAga Pendidikan: kegiatan pembiayaan
yang diberikan oleh Bank kepada masyarakat secara prinsip
ljarah untuk membiayai kebutuhan dalam rangka
memperoleh manfaat atas suatu jasa paket biaya

pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
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B. Implementasi Musharakah Mutanaqisah pada Produk Kredit Pemilikan
Rumah (KPR)

Produk Kredit Pemilikan Rumah di Bank Syariah Bukopin
menggunakan akad Musharakah Mutanagisah (MMQ) atau biasa disebut
dengan iB Musharakah Mutanagisah. Pembiayaan MMQ mempunyai
beberapa karakter, tapi saat ini di Bank Syariah Bukopin menggunakan
pembiayaan iB Musharakah Mutanaqgisah vntuk pembiayaan konsumsi,
investasi, modal kerja dan refinancing. Obyek Pembiayaan iB
Mousharakah Mutanaqgisah dapat berupa aset atau barang, seperti mesin,
gedung, peralatan, dan barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Khusus pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah dengan menggunakan
akad Musharakah Mutanaqisah bisa untuk membiayaan pembelian rumah
hunian, rumah susun dan apartemen, ruko/rukun dan renovasi rumah.
Adapun rumah yang dapat dibiayai adalah rumah baru ready stock, rumah
lama, takeover KPR dari Bank lain dan refinancing rumah.

1. Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah di Bank Syariah Bukopin
Pembiayaan iB Kepemilikan Rumah (Kredit Pemilikan Rumah)
adalah pembiayaan yang akan diberikan Bank untuk pembelian atau
renovasi rumah tinggal, pembelian rumah susun/apartemen, rumah
toko atau rumah kantor. Dalam Pembiayaan ini memiliki manfaat
sebagai berikut, diantaranya yaitu: membantu masyarakat untuk
memiliki dan membangun atau merenovasi properti yang dimiliki,

Persyaratannya mudah dan prosesnya cepat, Angsurannya tetap sama
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selama jangka waktu pembiayaan, Uang muka relatif ringan dan tidak
membebankan sepenuhnya kepada nasabah, Bebas menentukan
pilihan lokasi, Angsuran dapat disesuaikan dengan pendapatan, dan
Margin kompetitif.’

Pada awal munculnya produk pembiayaan iB Kepemilikan
Rumah atau disebut dengan Pembiayaan Kredit pemilikan Rumah
didasari dengan adanya kebutuhan dan menyesuaikan keadaan di
kalangan masyarakat. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat
Indonesia akan pelayanan perbankan yang sesuai dengan prinsip
syariah. Dengan banyaknya kebutuhan untuk memiliki rumah dan
dengan harga rumah yang pertahunnya semakin meningkat
mengakibatkan susahnya masyarakat membeli rumah, maka dari itu
Bank Syariah Bukopin memberikan alternatif produk yaitu iB
Kepemilikan Rumah (pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah) yang
mana dalam praktiknya di Bank Syariah Bukopin menggunakan akad
murabahah. Tapi seiring dengan perkembangan perbankan syariah
dan banyak produk-produk baru dengan menggunakan akad-akad baru
mulai bermunculan, maka dari itu Bank Syariah Bukopin Cabang
Surabaya pada tahun akhir 2017 yaitu tepatnya bulan Agustus
memunculkan produk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah dengan

menggunakan akad Musharakah Mutanaqisah yang disingkat dengan

? Sejarah Bank Syariah Bukopin dalam https:/www.syariahbukopin.co.id/id/produk-dan-
jasa/pembiayaan/ib-kepemilikan-rumah, diakses pada 27 Februari 2019.



https://www.syariahbukopin.co.id/id/produk-dan-jasa/pembiayaan/ib-kepemilikan-rumah
https://www.syariahbukopin.co.id/id/produk-dan-jasa/pembiayaan/ib-kepemilikan-rumah
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MMQ, produk ini untuk melengkapi variansi produk sebagai strategi
penetrasi pasar dan peningkatan layanan kepada nasabah.

Dalam pembiayaan Musharakah Mutanagisah ini sangatlah
penting bagi industri perbankan nasional , khususnya dalam
pembiayaan iB Kepemilikan Rumah (KPR), karena sistem
pembiayaan lebih mudah, sekaligus dapat menghindarkan Bank dari
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang selama ini menjadi konsekuensi
dalam pembiayaan dengan menerapkan akad murabahah atau jual beli
yang disertai dengan pertambahan margin keuntungan.

Dengan adanya pembiayaan Musharakah Mutanaqisah, Bank
tidak akan lagi berhubungan dengan PPN (Pajak Pertanbahan Nilai).
Perbankan syariah yang dulunya menggunakan akad murabahah
dalam pembiayaan iB Kepemilikan Rumah. Bank bertindak sebagai
penjual terhadap barang yang diinginkan dalam pembiayaan, dalam
akad murabahah sangat membantu nasabah dan sekaligus nasabah
mendapatkan barang yang diinginkan dalam pembiayaan, tidak harus
membeli sendiri, tapi Bank yang membelikan kemudian dijual lagi
kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati.

2. Ketentuan dan Persyaratan Calon Nasabah Pembiayaan Kredit
Pemilikan Rumah. '’
Ketentuan dalam pemberlian properti yang diinginkan nasabah,

untuk porsi nasabah, minimal 20% dari objek pembiayaan untuk

' Wahyu Putri Renani (Team Leader Pembiayaan), Wawancara, Surabaya, 13 Maret 2019.
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perolehan proterti. Untuk aplikasinya, porsi nasabah dapat disetor ke
rekening nasabah atau dapat disetor langsung ke developer atau
penjual dengan memberikan bukti asli pembayaran ke Bank. Biaya
administrasi, notaris, PPAT, pengikatan agunan, biaya balik nama,
biaya premi asuransi, asuransi jiwa kebakaran, biaya transaksi agunan
merupakan beban nasabah sepenuhnya dan pembayaran harus
dilakukan sebelum realisasi pembiayaan dilakukan, seperti yang
sudah dicantumkan dalam Memorandum Komite Pembiayaan lembar

1 untuk fasilitas pembiayaan.

Ketentuan pembiayaan iB Kepemilikan Rumah, terdiri dari
beberapa bagian, diantaranya yaitu:

a. Untuk pembelian rumah baru dengan ketentuan pembiayaan
untuk plafon dari 100 juta sampai dengan 3 milyar, dengan
jangka waktu 1 sampai dengan 15 tahun, dengan ketentuan
margin yang sudah ditentukan oleh pihak Bank.

b. Untuk renovasi rumah dengan ketentuan pembiayaan untuk
plafon 50 juta sampai dengan 1 milyar, dengan jangka waktu 1
sampai dengan 5 tahun, dengan ketentuan margin yang sudah
ditentukan oleh pihak Bank.

c. Untuk pembelian rumah kolektif dengan ketentuan pembiayaan
untuk plafon 100 juta sampai dengan 1 milyar untuk per-nasababh,
dengan jangka waktu 1 sampai dengan 20 tahun, dengan

ketentuan margin yang sudah ditentukan oleh pihak Bank.
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Untuk pembelian apartemen/rumah susun dengan ketentuan
pembiayaan untuk plafon 100 juta sampai dengan 3 milyar,
dengan jangka waktu 1 sampai dengan 10 tahun, dengan
ketentuan margin yang sudah ditentukan oleh pihak Bank.

Untuk pembiayaan ruko/rukan dengan ketentuan pembiayaan
untuk plafon 100 juta sampai dengan 3 milyar, dengan jangka
waktu 1 sampai 15 tahun, dengan ketentuan margin yang sudah
ditentukan oleh pihak Bank.

Adapun syarat-syarat calon nasabah pembiayaan, diantaranya

yaitu:

a.

b.

Warga Negara Indonesia (WNI)

Usia 21 tahun dan pada pembiayaan jatuh tempo maksimal 55
tahun untuk pegawai, 60 tahun untuk wiraswasta, dan untuk
pegawai instansi atau perusahaan dengan ketentuan umur
pensiun di bawah 55 tahun. Khusus pegawai instansi atau
perusahaan, umur nasabah pada saat jatuh tempo dapat melebihi
umur maksimum sesuai dengan ketetapan diatas selagi yang
bersangkutan mengerahkan bukti bahwa akan tetap bekerja di
instansi atau bagi perusahaan yang sama ditempat lain dan bukti
tersebut harus dapat divarifikasi kebenarannya.

Berakal sehat dan tidak cacat hukum

Tidak dalam keadaan pailit.

Slip gaji atau keterangan gaji.
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Nasabah wajib membuka tabungan atas nama yang bersangkutan.

Untuk memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Calon

nasabah juga harus persyaratan administrasi dan menyerahkan

dokumen-dokumen yang diperlukan, diantaranya yaitu:

a.

b.

Mengisi formulir aplikasi asli dengan lengkap dan benar.
Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) calon nasabah suami
dan istri.

Fotocopy kartu keluarga (KK).

Fotocopy surat nikah.

Fotocopy sertifikat tanah objek agunan apabila pengajuan KPR
untuk renovasi rumah, ruko dll.

IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) atau IPMB (Ijin Pendahuluan
Mendirikan Bangunan) atau surat ijin sejenis dari instansi
setempat yang berwenang.

PBB (Perserikatan Bumi Bangunan) tahun terakhir.

Fotocopy rekening tabungan atau giro pribadi 3 (tiga) bulan
terakhir.

Laporan keuangan perubahaan (neraca dan L/R) atau fotocopy
bukti atau cacatan transaksi bisnis bagi pekerja profesi dan
wiraswasta.

Slip gaji asli terakhir atau surat keterangan penghasilan bagi
pegawai.

Fotocopy ijin praktik bagi pekerja profesi dan wiraswasta.
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I.  Fotocopy pendirian perusahaan beserta perubahan dan ijin usaha,
seperti SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) bagi pekerja profesi
dan wiraswasta.

m. Fotocopy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) pribadi atau SPT
(Surat Pemberitahuan Tahunan) pribadi.

n. Surat asli keterangan jabatan bagi pegawai.

3. Proses pembiayaan iB Kepemilikan Rumah (Kredit Pemilikan

Rumah) di Bank Syariah Bukopin
Dalam pelaksanaan pembiayaan, sebelum terlaksanakannya

pembiayaan terlebih dahulu harus memenuhi peraturan yang sudah
tertera di atas. Dalam hal pembiayaan bank harus memperhitungkan
fasilitas yang akan diberikan kepada nasabah ketika pembiayaan
berlangsung. Proses pembiayaan iB Kepemilikan Rumah atau Kredit
pemilikan Rumah di Bank Syariah Bukopin terdiri dari beberapa
langkah. Sebagai berikut:''

a. Persiapan awal atau Collect Data

Pengajuan dari nasabah. Yaitu, nasabah datang kepada Bank
untuk mengajukan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah
sesudah nasabah datang ke Bank diarahkan untuk menemui
bagian account officer yaitu bagian yang menanggani proses
pengajuan pembiayaan kemudian setelah bertemu dengan

account officer nasabah memberitahu tentang permohonan

" Gustaf Naufan (Account Officer Konsumer), Wawancara (Surabaya: 20 Maret 2019).
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pembelian barang yang akan diajukan atau barang apa yang akan
dibeli.

Setelah itu account ofticer memberitahu kepada nasabah
tentang pembiayaan KPR dengan menggunakan akad
Musharakah ~ Mutanagisah di  Bank Syariah  Bukopin.
Pemberitahuan itu berupa tahap-tahap dalam pembiayaan,
syarat-syarat dan dokumen apa saja yang harus dipenuhi oleh
nasabah, dan berbagai informasi lainnya yang berkaitan dengan
pembiayaan iB Musharakah Mutanaqisah yang diterapkan di
Bank Syariah Bukopin.

Tahap Pengajuan Memo /nvestigasi

Proses memo investigasi (penyidikan) yaitu dilakukannya
Bank Checking, Taksasi (penilaian barang jaminan), Personal
Checking, dan Analisis Yuridis. Yang mana dalam hal ini
penyidikan dilakukan pada empat tahap ini digunakan untuk
pengajuan pembiayaan yang mana dalam hal ini penulis meneliti
tenteng pembiayaan KPR. Dalam hal ini harus di tandatangani
oleh pempinan cabang, nasaban dan AO. Kemudian diserahkan
ke Manajemen Operasional, setelah Manajemen Operasional
menerima diserahkan kepada kredit investigator, kemudian
diajaukan dan setelah semuanya selesai mulailah tahap-tahap

selanjutnya, yaitu:
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1) Tahap Bank Checking, dilakukan oleh kredit investigator
untuk melihat call nasabah atau collectabilitas nasabah.
Setelah proses bank checking selesai pihak kredit
investigator menyerahkan ke AO.

2) Tahap taksasi (penilaian barang jaminan), dilakukan oleh
kredit invertigator dan didamping oleh AO. Untuk melihat
barang jaminan yang dijjaminkan oleh nasabah, yang mana
dalam hal ini untuk barang jaminan tidak boleh kurang dari
125% dari harga rumah. Karena dalam hal ini Bank tidak
akan mengambil resiko yang tinggi dalam pembiayaan.

3) Tahap personal chacking, dilakukan oleh tim investigator
dan didampingi AO. Untuk dilihat apakah benar data yang
diberikan nasabah tersebut itu sesuai dengan realitanya.

4) Tahap analisis yuridis, dilakukan oleh bagian legal untuk
melihat keabsahan hukum dari calon nasabah.

Tahap pembuatan proposal
Tahap ini dilakukan oleh Account Officer, setelah lima tahap

di atas terpenuhi. Kemudian hasil dari Bank cheaking

dilakukannya analisa yuridis. Setelah dilakukannya analisa

yuridis dan layak, maka pihak account officer membuat proposal

untuk pengajuan pembiayaan. Fungsi dari proposal yaitu untuk
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melihat 5c yaitu:'? Character penilaian terhadap karakter atau
kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk
memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat
memenuhi kewajibannya, Capacity yaitu penilaian secara
subjektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk
melakukanpembayaran. Kemampuan diukur dengan cacatan
prestasi yang didapat oleh penerima pembiayaan, Capital yaitu
penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon
penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan
secara keseluruhan yang ditujukan oleh rasio finansial dan
penekanan pada komposisi modalnya, Conditition of Economy
yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan.
Penilaian ini bertujuan untuk menyakinkan bahwa jika suatu
resiko kegagalan pembayaran tercapai, terjadi, maka jaminan
bisa dipakai sebagai pengganti dari kewajiban, dan Col/ateral
yaitu pihak Bank Syariah harus melihat kondisi ekonomi yang
terjadi di masyarakat khususnya bagi calon nasabah secara
spesitik, melihat kondisi ekonomi dan jenis usaha yang dilakukan
oleh calon penerima pembiayaan. Dalam proposal kita juga
melihat DBR (Debt Burden Ratio) yang mana DBR (Debt
Burden Ratio) tidak lebih dari 40%. Dan setalah semuanya

memenuhi maka proposalnya layak diajukan ke bagian komite.

2 Sutojo Siswanto, Menanggani Kredit Bermasalah konsep, Teknik dan Kasus (Jakarta: Damar
Mulia Pustaka, 2000), 47.
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d. Tahap Pembuatan memorandum komite, yang mana dihadiri oleh
dua anggota komite, legal, AO dan pimpinan cabang yang mana
dalam langkah ini bertujuan untuk menggambarkan bentuk dan
jenis-jenis fasilitas dan perubahan fasilitas yang diinginkan tapi
harus meminta izin atau persetujuan dari komite pembiayaan.
Kemudian pihak account officer melakukan rapat dengan komite
pembiayaan mengenai jadwal meeting. Rapat komite dilakukan
untuk diketahuinya apakah pembiayaan itu disetujui atau ditolak.
Apabila rapat sudah diilakukan maka pihak account officer
membuat surat. Apabila pembiayaan tidak disetujui maka
dibuatlah surat penolakan kepada calon nasabah, jika disetujui
maka dibuatlah surat perstujuan pemberian fasilitas pembiayaan.

e. Tahap checking sertifikat, dilakukan setelah semua proses diatas
disetujui, dan checking serttifikat dilakukan oleh BPN (Badan
Pertanahan Nasional) apakah sertifikat itu bermasalah atau tidak
ada masalah, setelah semuanya lolos dikeluarkannya surat SPPFP
(Surat Persetujuan Prinsip Fasilitas Pembiayaan) dibuat oleh
legas dan kemudian diserahkan ke AO, dan AO memberikan
surat SPPFP (Surat Persetujuan Prinsip Fasilitas Pembiayaan)
kepada nasabah.

f. Tahap pelaksanaan akad Musharakah Mutanaqisah

Pelaksanaan akad Musharakah Mutanaqisah harus dihadiri

oleh nasabah, suami/istri nasabah, legal, pihak notaris, pimpinan
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cabang dan account officer. Sebelum tahap pengikatan dilakukan
terlebih dahulu nasabah harus memenuhi syarat-syarat
pembiayaan seperti, biaya admin, asuransi jiwa, asuransi
kebakaran, dan biaya notaris harus diselesaikan semuanya,
setelah semuanya dibayarkan oleh nasabah baru dimulailah tahap
pengikatan yaitu akad Musharakah Mutanaqisah.

. Tahap dropping (pencairan dana)

Setelah pengecekan dan penceklisan yang diberikan oleh
ADML (Administrasi Laporan) sudah selesai, maka bagian
ADPM (Administrasi Pembiayaan) melakukan pencairan dana,
yang mana dana langsung serahkan kepada nasabah, melalui
rekening nasabah. Pencairan dana bisa dilakukan secara langsung
atau bertahap sesuai dengan kebutuhan.

. Tahap penyimpanan dokumen ke ruang penyimpanan

Dokumen-dokumen yang sudah lengkap atau sudah diperiksa
ulang di simpen oleh bagian ADML (Administrasi Laporan) di
tempat penyimpanan dokumen.

Tahap mendebet rekening dari nasabah

Tahap dimana rekening nasabah akan di debet oleh bagian

administrasi pembiayaan dan penghapusan data plafond

pembiayaan tersebut.
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j.  Tahap penyimpanan agunan dari nasabah
Tahap ini dilakukan untuk menyimpanan barang agunan dari
nasabah yang mana dilakukan oleh bagian legal, barang akan
disimpan sampai nasabah melunasi porsi yang dimiliki oleh pihak
Bank.
k. Tahap pelunasan cicilan akhir
Tahap ini merupakan tahap yang terakhir, yang mana apabila
nasabah sudah membayar angsuran pembiayaan cicilan akhir,
maka barang agunan dikembalikan oleh bagian legal kepada
nasabah, namun apabila sampai akhir jangka waktu perjanjian
nasabah belum bisa membayar porsi yang dimiliki oleh Bank,
maka jaminan yang dipegang oleh pihak Bank akan menjadi
milik bank sepenuhnya.
4. Penerapan akad Musharakah Mutanaqgisah yang digunakan dalam
pembiayaan iB Kepemilikan Rumah
Penerapan akad Musharakah Mutanaqisah pada Bank Syariah
Bukopin merupakan produk baru yang digunakan untuk pembiayaan iB
Kepemilikan Rumah, dibawah ini skema pembiayaan iB Kepemilikan

Rumah:"?

" Bank Syariah Bukopin, Menigkatkan Pelayanan di Tengah Melambat Ekonomi, Edisi 48., 19.
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Skema Produk untuk KPR iB atau KKB iB

1. Perjanjian Pembiayaan MMQ

&
=T | 8. Pengambilaiinan Porsi (Hishshah) Bank Syariah 4,» S
oleh Nasabah selaku mitra (syarik) secara Bertahap = o % [/ '
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7.Pendapatan Bagi hasil
Y 3. Pembelian Asset MMQ
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4. Penyewaan Asset MMQ oleh Nasabah selaku
Konsumen Penyewa Berdasarkan Prinsip ljarah

5. Praktik Transaksi Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah di Bank
Syariah Bukopin Cabang Surabaya
Akad muasharakah mutanagisah dalam produk pembiayaan
Kredit Pemilikan Rumah pada bank Syariah Bukopin dalam
praktiknya menggunakan beberapa akad, yaitu akad musharakah,
akad 7jarah, dan akad jual beli. pada akad musharakah digunakan
untuk ketentuan pada pembayaran angsuran oleh pihak nasabah
kepada pihak bank. Nasabah akan membayar angsuran pokok yang
dihitung dari pembagian jumlah pembiayaan dibagi dengan lamanya
pembiayaan atau jangka waktu dalam pembiayaan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Gustaf Naufan,'
menjelaskan bahwasanya jika penbayaran nasabah setiap bulannya

akan tetap sesuai dengan besaran pembiayaan yang diajukan kepada

" Gustaf Naufan (Account Officer Konsumer), Wawancara, Surabaya, 20 Maret 2019.
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pihak bank dibagi dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam
penerapan akad musharakah mutanagisah angsuran pokok yang
dibayarkan setiap bulannya adalah merupakan penerapan dari akad
musharakah.

Selain penerapan akad musharakah yaitu terdapat akad ijarah,
yang mana akad 7jarah adalah akad yang digunakan bank dalam
mengambil keuntungan. Biaya wujrah ditentukan berdasarkan berapa
persen keuntungan bank dikalikan jumlah pembiayaan nasabah lalu
dibagi berapa bulan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.
Berdasarkan ketentuannya pembayaran ujrah ini terdapat review
selama 2 tahun sekali yang memungkinkan adanya kenaikan biaya
yjrah yang mana harus dibayarkan oleh pihak nasabah. Dalam hal ini
ibu Wahyu Putri Renani mengatakan.

“untuk evalusi mengenai review wujrah sudah tertera dalam
perjanjian, jadi di awal akad sudah dijelaskan kepada pihak
nasabah, evaluasi ini kita juga masih dalam pantauan Dewan
Pengawas Syariah, jadi untuk kenaikan juga tidak terlalu
signifikan”."

Evaluasi mengenai harga wujrah yang dilakukan 2 tahun sekali ini
juga mempertimbangkan mengenai kondisi perekonomian nasabah.
Kenaikan ini didasarkan pada asumsi bank syariah bahwa nasabah

memiliki sumber angsuran yang juga meningkat. Kenaikan ini juga

1 Wahyu Putri Renani ( Team Leader Pembiayaan), Wawancara, Surabaya, 20 Maret 2019.
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belum tentu selalu terjadi pada setiap evaluasi. Hal ini dikembalikan
pada kebijakan Bank Syariah Bukopin tingkat pusat.'®

Dalam hal ini contoh kasus pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah
dengan menggunakan akad Musharakah Mutanaqisah, yaitu nasabah
mengajukan pembiayaan untuk rumah dengan cara penghitungan
secara detail dengan ketentuan Eqv Rate: 1-5 tahun sebesar 11,95%,
6-10 tahun sebesar 12,95%, dan 11-15 tahun sebesar 13,95%. Maka
dari itu dapat dirumuskan:

a. Nilai Proyek/Objek (Rp)

b. Plafond Musharakah Mutanaqgisah (Rp) :

1) Porsi Bank (%) : ¢ = (b/a) x 100%
2) Porsi Bank (%) :d=100% - c
c. Nisbah Bagi Hasil (Bank:Nasabah) : (Plafond x Eqv Rate)

: Nilai Proyek x 100
Nasabah mengajukan pembiayaan rumah seharga Rp.
800.000.000,00-, dengan jangka waktu pembiayaan 10 tahun. Dengan

ketentuan porsi bank 80% dan nasabah 20%. "

Ketentuan :

a. Bank : 800.000.000 x % = 640.000.000,00
b. Nasabah : 800.000.000 x % =160.000.000,00
c. Nilai proyek : Rp. 800.000.000,00

1 Wahyu Putri Renani ( 7eam Leader Pembiayaan), Wawancara, Surabaya, 20 Maret 2019.
Y Gustaf Naufan (Account Officer Konsumer), Wawancara, Surabaya, 20 Maret 2019.
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d. Plafond MMQ : Rp. 640.000.000,00
1) Porsibank (%) =il x 100%
: 80%
2) Porsi nasabah (%) : 100% - =228 X 100%

:20%
e. Nisbah bagi hasil : (640.000.000 x 12,95%) : 800.000.000 x
100
:10,36%
Jadi ketentuan biaya angsuran pokok yang harus dibayarkan oleh
pihak nasabah setiap bulannya dan sesuai kesepakatan pengambilan

biaya wjrah 10% per tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

Harga rumah : Rp 800.000.000,00
Uang muka : Rp 160.000.000,00
Pembiayaan : Rp 640.000.000,00

Angsuran pokok setiap bulan = 640.000.000 : 120 bulan

=Rp 5.333.500
Biaya Ujrah
Ujrah = 10%/tahun
10 Tahun =100%
=100% x 640.000.000 = 640.000.000
Ujrah 1 tahun = 640.000.000 : 10 = 64.000.000
Ujrah 1 bulan =64.000.000 : 12 =Rp 5.333.500

Angsuran total setiap bulan = Rp 5.333.500 + Rp 5.333.500



87

=Rp 10.667.000
Biaya wujrah akan ditentukan 2 tahun sekali sesuai dengan
ketentuan dari pihak Bank Syariah Bukopin tingkat pusat.

6. ljarah (sewa) yang diterapkan dalam akad Musharakah Mutanaqgisah
pada produk iB Kepemilikan Rumah atau Kredit Pemilikan Rumah di
Bank Sayriah Bukopin.'®

ljarah yang diterapkan dalam pembiayaan Kredit Pemilikan
Rumah, memiliki ketentuan-ketentuan yang diterapkan, diantaranya
yaitu:
a. Pembayaran Angsuran (sewa)
Dalam pembayaran angsuran setiap bulan dihitung
berdasarkan:
1) Porsi kepemilikan Bank dan porsi kepemilikan nasabah.
2) Lamanya jangka waktu pembiayaan
3) Pembayaran angsuran pertama dilakukan setelah satu bulan
berikutnya, setelah pencairan pembiayaan.
b. Realisasi, Pengembalian Pembiayaan dan Evaluasi Princing
Dalam melakukan realisasi dalam pembiayaan porsi Bank
dilakukan secara langsung dengan melakukan pemindahan atau
transfer ke rekening developer atau penjual memasukkan terlebih
dahulu ke rekening nasabah, sebagai bukti bahwa nasabah

berhutang. Sebelum ditransfer ke penjual atau developerrekening

'® Gustaf Naufan (Account Officer Konsumer), Wawancara, Surabaya, 20 Maret 2019.
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wajib di Aold sebesar pembiayaan yang diberikan. Transfer harus

sesuai dengan intruksi nasabah yang sudah disetujui oleh

Account Officer. Setelah itu nasabah melakukan pengembalian

pembiayaan dengan mengangsur setiap bulan sesuai dengan

ketentuan yang sudah disepakati sampai pembiayaan itu lunas,
dan bagi Evaluasi Pricing harga sewa ditentukan berdasarkan
evaluasi sewa yang ditetapkan.
7. Status Kepemilikan Objek Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah di
Bank Syariah Bukopin'’

Status kepemilikan aset masih menjadi kepemilikan bersama,
sebelum porsi Bank dibeli seluruhnya oleh nasabah. Sertifikat sudah
diatas namakan nasabah agar mempermudah proses perbuatan hukum
selanjutnya terhadap objek pembiayaan. Namun dengan adanya nama
nsabah dalam sertifikat, tidak menjadikan keseluruhan objek

pembiayaan secara defacto dimiliki oleh nasabah.

' Gustaf Naufan (Account Officer Konsumer), Wawancara, Surabaya, 20 Maret 2019.



BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO. 01/DSN-
MUI/X/2013 TERHADAP PEMBIAYAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH
PADA BANK SYARIAH BUKOPIN CABANG SURABAYA

A. Analisis Praktik Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada Bank
Syariah Bukopin Cabang Surabaya

Pada Produk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah atau bisa disebut
dengan iB Kepemilikan Rumah di Bank Syariah Bukopin dulu hanya
menggunakan akad murabahah. Dengan perkembangan perbankan syariah
dan banyak produk-produk baru dengan menggunakan akad-akad baru
mulai bermunculan, maka dari itu Bank Syariah Bukopin Cabang
Surabaya pada tahun akhir 2017 memunculkan produk pembiayaan Kredit
Pemilikan Rumah dengan menggunakan akad musharakah mutanaqisah
yang disingkat dengan MMQ, produk ini untuk melengkapi variansi
produk sebagai strategi penetrasi pasar dan peningkatan layanan kepada
nasabah.'

Dalam pembiayaan musharakah mutanaqisah ini sangatlah penting
bagi industri perbankan nasional, khususnya dalam pembiayaan iB
Kepemilikan Rumah (KPR), karena sistem pembiayaan lebih mudah,
sekaligus dapat menghindarkan Bank dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

yang selama ini menjadi konsekuensi dalam pembiayaan dengan

' Bank Syariah Bukopin, Menigkatkan Pelayanan di Tengah Melambat Ekonomi, Edisi 48
(Agustus-September 2017), 19.
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menerapkan akad Muridbahah atau jual beli yang disertai dengan
pertambahan margin keuntungan.

Dengan adanya pembiayaan musharakah mutanaqisah, Bank tidak
akan lagi berhubungan dengan PPN. Perbankan syariah yang dulunya
menggunakan akad Murdbahah dalam pembiayaan iB Kepemilikan
Rumah. Bank bertindak sebagai penjual terhadap barang yang diinginkan
dalam pembiayaan, dalam akad Murdbahah sangat membantu nasabah
dan sekaligus nasabah mendapatkan barang yang diinginkan dalam
pembiayaan, tidak harus membeli sendiri, tapi Bank yang membelikan
kemudian dijual lagi kepada nasabah dengan margin keuntungan yang
telah disepakati.

Dalam pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah atau iB Kepemilikan
rumah, yang mana menggunakan akad musharakah mutanaqisah
merupakan gabungan dari beberapa akad, yaitu akad mushdarakah, ljarah
(sewa), dan bay’ (jual beli). Hukum akad musharakah mutanaqisah

dijelaskan dalam Al Qur’an surat Shad ayat 24:

da I
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Artinya: “Daud berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim
kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan
kepada kambingnya. Dan Sesungguhnya kebanyakan dari
orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat
zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang
beriman dan mengerjakan amal yang sholeh; dan Amat
sedikitlah mereka ini”. Dan Daud mengetahui bahwa kami
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mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu
menyungkur sujud dan bertaubat”. (QS. Shad ayat 24).”

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa baik laki-laki maupun
perempuan dianjurkan untuk mengerjakan amal shaleh dan Allah tidak
membebankan kebaikan atau pahala yang akan diberikan kepada
keduanya, serta dalam ayat tersebut juga menjelaskan adanya larangan
adanya berkhianat jika telah bekerjasama. Dalam akad musharakah
mutanaqisah terdapat akad shirkah yaitu kerjasama yang mewajibkan bagi
pelaksana akad ini untuk saling mempercayai satu sama lain dan tetap
jujur tanpa menyakiti satu sama lain.’ Oleh karena itulah dalam surat
Shad ayat 24 ini menunjukkan ciri-ciri yang tepat dalam pelaksanaan akad
musharakah mutanaqgisah, sehingga dapat melaksanakannya dengan baik,
dan ayat ini juga menjelaskan apabila dalam pelaksanaannya salah satu
pihak melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak berkewajiban
untuk memaafkan.

pada dasarnya pembiayaan musharakah mutanaqgisah adalah
pembiayaan Musharakah, dimana Bank dan nasabah berkongsi dalam
suatu kepemilikan aset atau barang (Shirkah al-Milk). Dalam musharakah
mutanaqisah, kepemilikan suatu aset atau modal pihak Bank berkurang
disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak nasabah. Dalam hal ini

perpindahan kepemilikan dilakukan melalui mekanisme pembayaran yang

201 -
Ibid., 454.
*Nasrun Haroen, Figh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 173.
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dilakukan oleh nasabah kepada Bank, dan kerjasama ini berakhir dengan
perpindahan hak suatu kepemilikan kepada nasabah.

Hasil wawancara dengan Account Officer Konsumer yaitu dengan
bapak Gustaf Naufan menjelaskan bahwasanya dalam praktik pembiayaan
iB Kepemilikan Rumah atau Kredit Pemilikan Rumah dengan
menggunakan akad musharakah mutanaqgisah sesuai dengan teori dalam
perbankan syariah, dengan melalui beberapa tahap, yaitu nasabah datang
ke Bank Syariah Bukopin terdekat dengan membawa persyaratan atau
dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan pembiayaan, untuk di
serahkan kepada pihak account officer, setelah itu pihak Bank yaitu
account officer akan memeriksa berkas nasabah lewat BI checking,
apabila ditahap ini nasabah lolos maka pihak Bank yaitu account officer
akan memproses pengajuan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah, tahap
selanjutnya yaitu proses appraisal guna untuk menentukan harga dari
rumah yang akan dibeli, kemudian Bank melakukan tahap kalkulasi, yaitu
sesudah bank memberitahu biaya apprisal dari rumah yang akan di buat
pembiayaan dan pihak Bank setuju mencairkan pinjaman KPR, mengingat
KPR adalah perjanjian utang dengan jangka waktu yang panjang maka
nasabah dapat melakukan negosiasi dengan pihak Bank sebelum nasabah
menandatangni akad. Setelah itu nasabah harus menyiapkan beberapa
dokumen untuk ditandatangani, setelah itu masing-masing pihak baik dari
Bank dan Nasabah memberikan proporsi modal masing-masing, setelah

porsi modal diberikan pihak bank nasabah melakukan pembelian asset
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MMQ, disamping itu juga pihak notaris akan memproses mengenai
sertifikat tanah tapi bangunan rumah masih hak guna bangunan bagi
nasabah. Setelah semua terlaksana dan akad sudah ditandatangani maka
bulan berikutnya pihak nasabah melakukan pembayaran sewa atas hak
guna bangunan tersebut dan membayar angsuran pokok untuk porsi
kepemilikan dari Bank. Dan pembagian bagi hasil milik Bank diberikan
kepda Bank sedangkan milik nasbah digunakan untuk penggurangan porsi
kepemilikan dari Bank.

Sehingga dalam penerapannya pembiayaan iB Kepemilikan Rumah
atau Kredit Pemilikan Rumah tidaklah rumit dikarenakan yang paling
diutamakan adalah kesejahteraan masyarakat. Dengan menanamkan nilai-
nilai yang terdapat dalam Bank Syariah Bukopin, yaitu amanabh,
integritas, peduli, kerjasama, dan kualitas.

Dengan demikian penulis dapat menerangkan mengenai praktik
pembiayaan iB Kepemilikan Rumah atau Kredit Pemilikan Rumah
dengan menggunakan akad musharakah mutanagisah di Bank Bukopin
Syariah, yang mana ada beberapa hal yang belum sesuai dengan
penerapan syariat yang berlaku, diantaranya adalah dalam akad
Musyarakah pembiayaan ini diperuntukkan untuk kepemilikan atas aset
nasabah bertambah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, bukan
dilihat dari perhitungan pokok pembayaran yang diangsur oleh nasabah
setiap bulannnya. Sehingga jika mengacu dalam penerapan Figh

Muamalah porsi nasabah atau kepemilikan aset nasabah akan berkurang
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setiap bulannya sesuai dengan yang dibayarkan oleh nasabah, bukan
tergantung dari kesepakatan pada awal akad, karena dalam pembiayaan
ini adanya unsur bagi hasil yang mana dalam hal ini bagi hasil dari
pendapatan sewa yang dibayarkan oleh pihak nasabah dibagi dua yaitu
pihak nasabah dan pihak Bank, tapi dalam praktiknya pembagian bagi
hasil milik nasabah untuk menggurangi porsi milik dari pihak Bank,
sehingga porsi nasabah bertambah, tapi dalam praktiknya sewa yang
dibayarkan nasabah tetap sama sesuai dengan jumlah pada awal,
dikarenakan adanya review ujrah pda dua tahun sekali.

Dengan adanya review wujrah yang sudah dijelaskan dalam fatwa
Dewan Syariah Nasional No. 56/DSN-MUI/V/2007. Dalam penerapan
pembayaran ujrah (sewa) pihak Bank Syariah Bukopin melakukan adanya
Review Ujrah dalam dua tahun sekali. Yang mana dalam hal ini
dinamakan dengan evaluasi pricing. Dengan adanya evaluasi pricing ini
besaran nilai wjrah yang akan dibayarkan oleh nasbah ditinjau kembali
sesuai dengan kesepakatan ulang antara kedua belah pihak yaitu antara
nasabah dan Bank. Ketentuan dalam review ujrah disesuaikan dengan
harga sewa pasar. Tapi dalam praktiknya pembayaran wjrah yang
dilakukan oleh Bank cenderung dinaikan untuk nasabah, tapi juga dengan
pertimbangan keekonomian nasabah dan juga dengan kesepakatan antara
keduanya. Dan seharusnya pembayaran ujrah akan berkurang setiap

bulannya karena porsi kepemilikan nasabah yang bertambah.
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Dalam penerapan akad musharakah mutanagisah yang diterapkan
dalam produk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah atau iB Kepemilikan
rumah juga terdapat keuntungan dalam melakukan pembiayaan ini,
khususnya dalam lingkup ekonomi pembiayaan ini meniminaliris
berkurangnya devisit yang akan merugikan nasabah dan pihak Bank
ketika ada krisis ekonomi. Karena dalam proses perjanjian pembiayaan
dengan menggunakan akad musharakah mutanagisah ini mencakup
kepentingan antar keduanya. Seperti adanya tanggung jawab bersama
dalam proses pembiayaan sesuai dengan ketentuan akad Musharakah,
yang mana pembiayaan ini adalah kewajiban nasabah dan Bank
melakukan kerjasama dalam menjaga obyek atau aset yang dibuat
pembiayaan sampai obyek dan aset sepenuhnya menjadi milik nasabah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik pembiayaan Kredit
Pemilikan Rumah atau iB Kepemilikan Rumah di Bank Syariah Bukopin
Cabang Surabaya yang mana dalam pembiayaan ini menggunkan akad
musharakah mutanaqgisah, terdapat keuntungan dalam melakukan
pembiayaan dan ada juga kekurangan dalam penerapan akad yang belum
sesuai dengan hukum Islam, namun dalam hal ini pihak Bank Syariah
Bukopin Cabang Surabaya serusaha untuk memperbaiki penerapan atau
prosedur pembiayaan yang sesuai dengan hukum Islam maupun hukun
atau peraturan negara yang membahas tentang lembaga perbangkan

Islam.
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Dalam hal ini juga penulis menganalisis mengenai biaya pengurusan
notaris, yang mana biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Pada
dasarnya dalam hal ini menggunaka akad musharakah mutanagisah maka
beban biaya ditanggung berdua antara pihak bank dan pihak nasabah,
karena untuk mencegah terjadinya resiko, karena kalau terjadi resiko
maka tanggung jawab akann di tanggung bersama. Dalam hal ini pihak
nasabah menanggung biaya notaris dan asuransi dikarenakan pada akhir
pembiayaan kepemilikan sepenuhnya menjadi milik nasabah.

Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013
Terhadap Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Syariah
Bukopin Cabang Surabaya

Dalam sub bab ini penulis akan menerangkan tentang hukum Islam
mengenai pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah dan ketentuan-ketentuan
yang sudah dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional.

1. Analisis menurut hukum Islam
Dalam penerapan pembiayaan iB Kepemilikan Rumah atau

Kredit Pemilikan Rumah di Bank Syariah Bukopin penulis meneliti

pembiayaan ini dengan menggunakan akad musharakah mutanaqisah

dalam hal ini terdapat unsur kerja sama (shirkah) dan unsur sewa

(ffarah). Kerjasama ini dilakukan dalam hal penyertaan modal atau

dana kerjasama suatu kepemilikan, sementara sewa merupakan

kompensasi yang diberikan salah satu pihak kepada pihak lain.
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Nasabah akan membayar sejumlah modal/dana yang dimiliki oleh
bank syariah. Perpindahan kepemilikan dari porsi bank syariah
kepada nasabah seiring dengan bertambahnya jumlah modal nasabah
dari pertambahan angsuran yang dilakukan nasabah. Sehingga
angsuran berakhir kepemilikan nasabah menjadi 100% dan bank 0%.
Selain biaya angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya untuk
mengambil alih kepemilikan, nasabah juga harus membayar uang
sewa kepada bank hingga berakhirnya batas kepemilikan.
Pembayaran sewa ini adalah bentuk keuntungan (fee) bagi bank
syariah atas kepemilikannya terhadap aset tersebut. Yang mana
pembayaran sewa merupakan bentuk kompensasi kepemilikan dan
kompensasi jasa bank syariah.

Dalam musharakah mutanagisah jumlah angsuran dan jumlah
sewa yang dibayarkan oleh nasabah harus jelas diawal akad. Besar
keci Inya harga sewa dapat berubah sesuai kesepakatan. Dalam kurun
waktu tertentu, besar kecilnya sewa dapat dilakukan kesepakatan
ulang. Namun dalam praktiknya yang diterapkan dalam Bank Syariah
Bukopin, naik turunnya jumlah sewa ini diperlakukan sepihak oleh
pihak bank. Perubahan ini dikarenakan adanya review ujrah yang
terjadi dalam dua tahun sekali, dan perubahan. Sehingga mekanisme
seperti ini seperti mekanisme yang seakan sama dengan yang
diterapkan di bank konvensional. tapi setelah diteliti lebih lanjut

kenaikan harga sewa juga diperhitungkan dengan perekonomian yang
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dialami oleh nasabah, sedangkan pembayaran sewa ini tidak sama
dengan konsep yang diterapkan di bank konvensional.
Analisis menurut Fatwa DSN MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013

Dalam hal ini penulis akan menganalisis dari segi penerapan akad
musharakah mutanaqisah tidak adanya unsur sewa atau 7jarah, tetapi
hanya ada akad Musharakah dan akad bay’ (jual beli). yang sudah
dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. No. 01/DSN-
MUI/X/2013 tentang implementasi musharakah mutanaqisah.
Mengenai karakteristik musharakah mutanaqgisah yang terdapat di
fatwa tersebut menjelaskan, bahwa akad ini mempunyai ciri-ciri
khusus diantaranya yaitu modal usaha dari para pihak (Bank
Syariah/Lembaga keuangan Syariah dan nasabah) harus dinyatakan
dalam bentuk hishshah. Terdapat modal usaha tersebut dilakukan
tajzi’atul hissah; yaitu modal usaha tersebut dicatat sebagai hissah
(portion) yang terbagi menjadi unit-unit hishshah. Setelah seluruh
proses pengalihan selesai, seluruh porsi modal Bank syariah beralih
kepada nasabah.

Pendapatan musharakah mutanaqisah berupa bagi hasil yang
berasal dari margin apabila kegiatan usahanya berdasarkan prinsip
jual beli, bagi hasil apabila kegiatan wusahanya berdasarkan
mushdrakah, dan ujrah apabila kegiatan usahanya berdasarkan prinsip
ijarah. Berdasarkan contoh kasus, perhitungannya adalah sebagai

berikut. Harga rumah, Rp 800.000.000,00. Bank berkontribusi Rp
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640.000.000 dan nasabah Rp 160.000.000. Karena kedua pihak telanh
berkongsi, bank syariah 80% saham rumah dan nasabah 20%
kepemilikan rumah. Dalam hal ini barang perkongsian bisa disewakan
kepada siapapun, termasuk kepada anggota perkongsian itu sendiri,
sehingga dalam hal ini adalah nasabah sendiri. Sewa yang dibayarkan
penyewa (nasabah) adalah Rp 5.333.5000 per bulan, pada realisasinya
Rp 4.266.800 akan menjadi milik bank dan Rp 1.066.700 merupakan
bagian nasabah. Akan tetapi pada hakikatnya nasabah ingin memiliki
rumah itu, uang sejumlah Rp 1.066.700 itu dijadikan sebagai
pembelian saham dari porsi bank. Dengan demikian, saham nasabah
setiap bulannya akan semakin besar dan saham bank semakin kecil.
Sesuai dengan perkembangannya, yang mana Bank sebagai
Sharik dalam akad musharakah mutanagisah ini memerlukan suatu
pendapatan atau keuntungan dari pembiayaan yang menggunakan
akad ini. Dalam hal ini besaran nilai yjrah ditentukan sesuai dengan
nisbah (bagi hasil) yang dirumuskan sesuai dengan porsi kepemilikan
objek dari pembiayaan dan keuntungan (y7eld) disesuaikan dengan
ketentuan di Bank tersebut. Sehingga besaran angsuran dan nilai
ujrah harus dijelaskan secara terperinci agar tidak ada kekeliruan dan
hal ini dilakukan pada waktu awal proses pembiayaan berlangsung.
Sistem ujrah yang ditetepkan dalam hukum Islam akan berkurang
dengan sendirinya seiring pembayaran angsuran yang dilakukan oleh

nasabah setiap bulannya. Namun dalam praktiknya pembayaran ujrah
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setiap bulan yang dilakukan oleh nasabah jumlahnya tetap, padahal
dalam ketentuannya pembayaran ujrah akan berkurang sesuai dengan
bertambahnya aset yang dimiliki oleh nasabah.

Dengan biaya ujrah yang tiap pembayaran jumlahnya tetap
disebabkan adanya review ujrah, yang mana dalam fatwa DSN MUI
tidak dijelaskan, maka tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI, maka
dalam hal ini dikatakan riba, tetapi setelah diamati lebih lanjut,
praktik sistem ujrah yang ditetapkan Bank Syariah Bukopin Cabang
Surabaya berbeda dengan sistem bunga (riba), yang ditetapkan
didalam Bank Konvensional. Besaran ujrah hanya diambil 10% setiap
tahunnya dari harga rumah yang diajukan oleh nasabah, karen juga
dalam pembiayaaan ini adanya periode evaluasi pricing yang
digunakan untuk mengantisifikasi kemungkinan adanya krisis
ekonomi, Sehingga dalam hal ini pada dasarnya kegiatan yang
dilakukan oleh perbangkan syariah masih ditujukan untuk
kemaslahatan umat bukan hanya keuntungan pribadi. Bukan seperti
sistem bunga yang hanya mengedepankan keuntungan pribadi dan

tidak melihat perekonomian masyarakat disekitar.



BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh

kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Analisis

Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 terhadap

Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah pada Bank Syariah Bukopin

Cabang Surabaya”, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai

berikut:

1.

Dalam Praktik pelaksanaan pembiayaan iB Kepemilikan rumah
menggunakan akad musharakah mutanagisah (MMQ). Pembiayaan
musharakah mutanaqgisah merupakan penggabungan dari beberapa
akad, yaitu Musharakah (kerja sama), ljarah (sewa), dan bay’ (jual
beli). Akad Musharakah terjadi saat memberikan pembiayaan. Akad
sewa terjadi saat nasabah menyewa aset selama masa pembiayaan
dan akad jual beli terjadi saat Bank menjual porsi kepemilikannya
secara bertahap kepada nasabah. Dalam penerapan bagi hasil bersifat
tetap dari pendapatan sewa aset.

Dalam hukum Islam dan menurut fatwa DSN MUI penerapan
pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah di Bank Syariah Bukopin
menerapkan akad musharakah mutanagisah. Dalam penerapan akad

ljarah pada musharakah mutanagisah yang diterapkan dalam

101



102

Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah selum sesuai dengan hukum
Islam dana menurut fatwa DSN MUI, belum sesuai karena adanya
kenaikan biaya wujrah yang harus dibayarkan nasabah seharusnya
berkurang setiap bulannya, karena sesuai dengan porsi kepemilikan
rumah oleh nasabah semakin bertambah, namun dalam praktiknya
biaya angsuran pokok dan wujrah akan tetap hingga waktu
ditentukannya, disebabkan karena adanya review wujrah dalam dua
tahun sekali, seperti yang sudah ditegaskan dalam fatwa DSN MUI

No. 56/DSN-MUI/V/2007.

B. Saran

1.

Bagi Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya, sebagai salah satu
Bank yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah dan selalu
berdasarkan fatwa DSN-MUI, harus lebih mengedepankan nilai-nilai
yang terkandung dalam syariat Islam, dalam pengaplikasian semua
akad pembiayaan maupun produk yang terdapat dalam Bank Syariah
Bukopin.

Dalam pelaksanaan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah perlu dikaji
lebih mendalam lagi, khususnya dalam penerapan akad yang
digunakan dalam pembiayaan, sehingga akan memperoleh hasil yang

sesuai dengan hukum Islam.
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